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Bab VI : PEMBANGUNAN DAERAH

1. Berbagai Aspek Pembangunan Daerah

Wawasan ddam penyelenggaraan  pembangunaan  nesonad  untuk  mencgpal  tujuan
pembangunan nesionad addah Wawasan Nusantara. Wawasan nasiona tersebut bersumber
pada Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, merupakan cara pandang dan
skgp bangsa Indonesa mengena diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah ddam penyelenggaraan  kehidupan ber-
masyaraket, berbangsa, dan bernegara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara
sebaga satu kesatuan politik, satiu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosid dan budaya, dan

satu kesatuan per tahanan dan keamanan.

Sebagal perwujudan Wawasan
Nusantarg pembangunan daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasiond
diarahkan untuk mengembangkan daerah dan
menyerasikan lgu pertumbuhan antardaerah,
antarkota, antardesa, antarakata dan desa,
antarsektor, serta pembukaan dan percepatan
pembangunan kawasan tertinggal, daerah
terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah
perbatasan, dan daerah terbeakang lannya,
yaitu disesuaikan dengan prioritas dan
potensi daerah ber sangkutan sehingga
terwujud pola penbangunan yang merupakan
perwujudan Wawasan Nusantara.

Pembangunan daerah bertujuan
meningkatkan taraf hidup dan kesgahteraan
rakyat di daerah medui pembangunan yang
seras dan terpadu baik antarsektor maupun
antara pembangunan sektord dengan
perencanaan pembangunan oleh dagrah yang
efiden dan efektif menuju tercgpainya
kemandirian daerah dan kemgjuan yang
merata di seluruh pelosok tanah air.

Berkenaan dengan pandangan
pandangan yang mendasar itu, maka dilihat
dari segi perencanaan pembangunan, pada
dasar nya ada 3 aspek perencanaan, yaitu (1)
makro; (2) sektord; (3) regiond; yang
ketiganya tersusun dalam satu kesatuan
sehingga ibarat cermin setigp 99 juga
mereflekskan g9 lainnya. Ketiga aspek
perencanaan tersebut sding berkaitan satu
samalain. Oleh karenaitu, untuk dapat
mencapa has| kesduruhan yang maksma
perlu dipadukan dengan sebaik-baknya
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Proses perencanaan yang dilakukan
berjdan dua arah, yaitu dari atas ke bawah
dan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah
berupa penetapan sasaran-sasaran makro dan
sektoral serta kebijaksanaan-kebijaksanaan
pembangunan secaranasiond. Dari bawah ke
atas berupa aspiras daerah yang
merencanakan pengembangan potens daerah
serta menampilkan keadaan yang nyata di
lapangan.

Proses " perencanaan dari bawah"
dimula dari musyawarah LKMD (rembug
desa) padatingkat kelurahan/desa, dan di-
teruskan dengan musyawarah UDKP pada
tingkat kecamatan; diikuti rapat koordinas
pembangunan (rakorbang) tingkat kabupaten
dan proping. Sdanjutnya diadakan konsultas
regiond (konreg) antar sgumlah proping
dalam satu wilayah, dan diakhiri dengan
konsultas nasiond (konnas) pembangunan
deerah, di mana rencana-rencana pusat (sek-
tord) dan daerah dipertemukan dan
dipadukan.

Dengan berbagal pendekatan itu,
pembangunan nasiona dan pembangunan
daerah telah mencatat kemgjuan yang sangat
berarti. Tidak ada daerah yang tidak maju,
tanpa kecudi. Namun, dalam kenyataannya
ada perbedaan yang cukup tgjam antara
kemguan satu daerah dan daerah lainnya
Perbedaan lgu pembangunan antardaerah
menyebabkan terjadinya kesenjangan
kemakmuran dan kemgjuan antardaerah, ter-
utama antar a Jawa dan luar Jawa, antara
kawasan barat Indonesia dan kawasan timur
Indonesia, dan antara daerah perkotaen dan
daerah perdesaan.
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Sebaga akibat dari tingkat dan lgju
perkembangan yang tidak seimbang itu,
meskipun semua daerah akan memper oleh
kemguan sebaga hasil penbangunan, tetapi
karenatingkat landasannya sudah berbeda,
maka tanpa usaha khusus, dengan ke-
cenderungan pertumbuhan yang ada,
kesenjangan akan membesar. Mengatas
keadaan ini bukan pekerjaan mudah karena
upayaitu akan menentang "arus’ yang kuat
yang menjadi kendda yang tidak mudah
diates.

Pertama, adalah keterbatasan
kemampuan pemerintah untuk mencurahkan
danayang lebih besar untuk membangun pra
sarana dan sarana yang akan lebih membuka
dan menyembangkan kesempatan
berkembangnya secara lebih cepat kondis
ekonomi dan sosa masyaraket di wilayah
wilayah ter belakang.

Kedua, adalah keterbatasan sumber
daya manusia di wilayah terbeakang, yang
antaralain menjadi penyebab dan sekdigus
akibat keterbelakangan itu.

Ketiga, bahwa daam ekonomi yang
terbuka dan menganut pringp-prinsp pasar,
gpdagi dengan semangat deregulas dan
debirokratisas, dan menghadapi tantangan
globdisas, persaingan menjadi amat penting,
dan dengan sendirinya yang paing mampu
bersaing apakah itu pengusaha, sektor, atau
wilayah, akan lebih mampu memanfaatkan
kesempatan.

Keempat, yang berkaitan dengan
ketiga kendala tersebut addah sulitnya

menarik investas swasta sebagai sumber dan
pemacu pertumbuhan ke wilayah
terbelakang, terutama investas yang
berkuditas, yaitu yang membuka lgpengan
kerjaluas dan meningkatkan pertumbuhan
daerah secara berkelanjutan, dengan efek
sampingan positif (multiplier effect) yang
sebesar-besarnya.

Pembangunan daerah untuk dapat
berhasil harudah mampu menjawab dan
mengatas berbagai tantangan dan kendda
tersebut.
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Permasalahannya tidak gampang dan
tidak ada rumus gpa pun yang dapat
menjawab secara sederhana. Namun, yang
harus dan dapat dilakukan adalah merekayasa
perkembangan pembangunan secara cermat,
terencana, konsisten agar secara bertahap
berbaga kendda itu dapat diatas. Sdain itu,
ha yang amat penting addah tekad daerah
yang tertinggd sendiri untuk berusaha maju
menuju ke arah yang dikehendaki.

Ddam upaya itu, pembangunan daerah
dapat dilihat dari bebergpa s2gi.

Pertama, dari sagi pembangunan
sektord. Pencapaian sasaran pembangunan
nasond dilakukan medui berbagal kegiatan
pembangunan sektord yang dilaksanakan di
daerah. Pembangunan sektord dilakukan di
daerah disesuaikan dengan kondis dan
potensinya

Kedua, dari segi pembangunan wilayah
yang meliputi per kotaan dan perdesaan
sebagal pusat dan lokas kegiatan sosd
ekonomi wilayah tersebut. Kota dan desa
sding terkait dan membentuk suatu sistem.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah
meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan
perdesaan yang terpadu dan saling mengis.

Ketiga, pembangunan daerah dilihat
dari sagi pemerintahannya. Agar tujuan dan
usaha pembangunan daerah dapat ber hasl
dengan baik maka pemerintah daerah perlu
berfungs dengan baik. Oleh karenaiitu,
pembangunan daerah merupakan usaha
mengembangkan dan memperkua pemerin-
tahan daerah dalam rangka makin mantapnya
otonomi daerah yang nyata, dinamis, seras,
dan bertanggung jawab.

Topik-topik sdanjutnya akan
membahas berbagal aspek tersebut, terutama
masalah kesenjangan antara kawasan timur
dan kawasan barat Indonesia, masalah
pembangunan perkotaan dan perdesaan,
penye enggaraan otonomi daerah serta pena
taan ruang, yang amat penting artinya sebagai
perangkat kebijaksanaan bagi pembangunan
daerah.
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2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pasd 18 UUD 1945 menetapkan bahwa "Pembagian daerah Indonesa atas daerah besar dan
kecil, dengan bertuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daam sissem pemerintahan negara, dan
hek-hak asd usul ddam deerah-daerah yang bersfa istimewd'. Ddam penjelasan Pasd 18
UUD 1945 dikemukakan bahwa (1) oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunya daerah di ddam lingkungamya yang bersifat Saat juga;
(2) daerah Indonesia ekan dibagi dalam dagrah proping dan daerah propins akan dibagi pula
ddam deerah yang lebih kecil; (3) daerahdaerah itu bersfat otonom (sreek dan locale
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administras belaka, semuanya menurut aturan
yang akan ditetgpkan dengan undang-undang, dan (4) di dagrah-daerah yang bersifat otonom
akan diadakan badan perwekilan deerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan ber-

sendi atas dasar permusyawaratan.

Desentrdisas pada dasarnya addlah
penataan mekanisme pengelolaan
kebijaksanaan dengan kewenangan yang
lebih besar diberikan kepada daerah agar
penyeenggaraan pemerintahan dan
pel aksanaan pembangunan lebih efektif dan
efiden.

Di bidang pengurusan berarti ada
pendd egasian kewvenangan kepada daerah
dalam pengurusan hal-ha tertentu sehingga
birokras ddam pengurusan tersebut menjadi
lebih pendek dan sederhana, dan oleh karena
itu, masyarakat akan diuntungkan. Di bidang
keuangan berarti daerah telah mampu meng-
gali sumber keuangannya sendiri dan
menggunakannya dengan bertanggung
jawab. Di bidang politik berarti rakyat di
daerah mempunyai hak dan kewgjiban untuk
memilih sgenuhnya sapa yang pantas untuk
memimpin daerahnya dan membawakan
aspiras daerah, sertamengawas jalannya
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Sedangkan di bidang administras berarti
tanggung jawab adminigtrasi penuh ada pada
daerah.

Ddam batas-batas yang disepakati,
yakni bahwa otonomi tidak berarti terlepas
dari negara kesatuan dan kaidah-kaidah serta
aturan-aturan yang mengika bangsaini
menjadi satu, dan bahwa maksud
diadakannya otonomi adalah demi kesgah-
teraan masyarakat di daerah dan di sduruh
tanah air, maka desentrdisas di berbegai
bidang itu akan berpengaruh postif bagi ke-
hidupan berbangsa dan bernegara, bahkan
mungkin bukan hanya keinginan melainkan
merupakan kebutuhan, karena per kembangan
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masyarakat serta lingkungan strategis meng-
haruskan kelincahan ddam mengetes
kendda dan memarfaatkan peluang. Secara
terpusat kelincahan akan menjadi terbetas
karenabesar dan luasnya negaraiini.

Di pihak lain, harus pula dijaga bahwa
desentraisas tidak mengakibatkan makin
besarnya kesenjangan antardaerah, tetapi
justru harus mampu mendekatkan taraf
kemgjuan daerah satu dengan daerah lainnya.

Aspek -aspek Pokok dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah ditetgpkan bahwa
deerah otonom terbagi atas dua tingkatan
yaitu daerah tingkat | (Dati 1) dan daerah
tingkat 1l (Dati 1l). Titik berat otonomi dae-
rah diletakkan pada Dati 11. Penyelenggaraan
berbagal urusan pemaintahan di daerah
didasarkan pada asas desentralisad,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

Otonomi daerah, sesua dengan amanat
kondtitus dan undang-undang tersebut,
didasarkan pada pringip-prinsip sdaga
berikut ini.

Pertama, negara Indonesia addah
negara kesatuan, dan oleh karenanya
hubungan antara pemerintah pusat dan peme:
rintah d bawahnya (pemerintah daerah)
sudah tentu dalam kerangka"negara
kesatuan”, di mana Presiden merupakan
pemagang tertinggi kekuasaan pemerintahan
negara. Kedua, di dalam negara kesatuan,
tidek dibenarkan adanya negara di ddam

149



negara. Ketiga, mengngat adanya perbedaan
ddam tingkat perkembangan antardaerah,
maka pengaturan hubungan antara pemein-
tah pusat dan pemerintah daerah
dilaksanakan mddui desentralisad,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, se-
dangkan pelaksanaannya dapat menempuh
sdlah satu asas atau kombinas
antarketiganya, sesuai dengan permasalahan
atau urusan yang dihadapi, serta tingkatan
perkembangan daerah.

Keenmpat, otonomi daerah itu sendiri
seharusnya bukanlah tyuan akhir karena
tujuan adanya daerah otonomi addah sama
dengan tujuan negara, dan otonomi
merupakan cara untuk mencapai tujuan itu.
Ddam rangka itu otonomi daerah harudah
menguntungkan bagi masyarakat di daerah
yang ber sangkutan dan bagi bangsa dan
negarakesatuan secara keseluruhen.

Kdima, otonomi daerah tidak
didasarkan pada faktor primordia seperti ras,
suku, agama, sedangkan penduduk dagrah
otonom tidak perlu dibedakan antara adi dan
pendatang. Semua warga negara harus dapat
hidup di seluruh wilayah tanah ar tanpa ada
perbedaan karena asal usul.

Otonomi Daerah dan Berbagai Tantangan
Pembangunan

Daam rangka pembangunan nasiond,
perwujudan otonomi daerah perlu
mempertimbangkan pengaruh dan hubungan
nya dengan aspek-aspek lain, antaralain
yang utama adalah sebagai berikut.

Pertama, hubungan dengan globdisas
dan proses industridisas yang sedang dan
akan terus berlangsung. Salah satu persyarat-
an untuk sukses dadam mengarungi arus
globdisas addah tumbuh dan
berkembangnya kemandirian dalam diri ma-
syarakat dan organisas pemerintahan.
Kemandirian terssbut antaralain
dicerminkan oleh kemampuan pemerintah
daerah mengambil keputusan dengan benar
dan bertanggung jawab. Kemampuan
organisas dan kecepatan dalam proses pe
ngambilan keputusan ini merupakan
keharusan ddam era globdisas. Hdl ini erat
kaitannya dengan otonomi daerah.
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Kedua, hubungan dengan persatuan
dan kesatuan bangsa. Pada masa datang,
dengan kemgjuan yang pesat dalam bidang
tdekomunikas dan trangportas sehingga
mobilitas informasi, barang dan jasa serta
manusia sangat tinggi, jarak bukan merupa
kan suatu persoaan besar. Artinya kemgjuan
dalam teknologi komunikasi dan transportas
yang cepat akan mendorong ter wujudnya
persatuan dan kesatuan nasiond yang kukuh.
Dengan demikian, otonomi daerah dan
pemisahan wilayah dari negara kesatuan
tidek berkorelas positif.

Ketiga, hubungan dengan
kecenderungan egditarianisme (kesamaan
derga, hak dan kewgjiban) ddam
masyarakat. Kecenderungan egditarianisme
ini akan makin meningkat. Ketimpangan
kekuasaan dan kesgahteraan bertentangan
dengan semangat ini. Otonomi daerah addah
salah sau instrumen untuk mewujudkan ma-
syardkat yang egditer, tetapi tetep ddam wa
dah negara kesatuan Republik Indonesia. Ha
ini penting untuk ditekankan mengingat
otonomi daerah dan pemerataan pem-
bangunan dan hasil-hasiinya merupakan
agpek yang erat ber kaitan.

Keempat, hubungan dengan
pemberdayaan rakyat. Dengan mendekatnya
pada rakyat maka pemerintah daerah akan
Iebih mampu untuk menilai potens maupun
kemampuan yang terdapat pada masyarakat,
sehingga kemampuan yang terdgpat ddam
masyaraka dapat dioptimakan.

Dari sudut pandang di atas, tampak
bahwa otonomi daerah sehagal amanat UUD
1945 menjadi sasaran pembangunan yang
sangat dtrategis sifatnya. Pengembangan
otonomi daerah haruslah dilihat ssbagai
proses yang memperkuat, atau "politik do-
rong gelombang", yaitu bagamana
pembangunan nasond didasarkan atas
kemguan dan kemandirian daerah otonom,
bukan sebaliknya, sebaga "palitik tarik
tambang", yaitu politik adu kekuatan antara
pusa dan deerah. Dari dimensd administratif
dengan otanomi penydenggaraan
pemerintahan, dan pelayanan terhadap
masyaraka harus lebih efektif dan efisen.
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Keberagaman Penyelenggaraan Otonomi
Daerah

Indonesia merupakan negara
kepulauan yang sangat luas, yang memiiliki
keragaman baik dalam aspek-aspek
geografis, maupun kondis sosd, ekonomi
dan kebudayaannya. Kenyataan
keanekaragaman ini sudah barang tentu akan
terwujud pula ddam keanekaragaman
permasal ahan dari satu daerah dengan daerah
lainnya sehingga memerlukan pendekatan,
strategi, dan kebijaksanaan penanganan yang
berbeda antara satu daerah dan daerah
lainnya. Oleh karena itu, ddam
penyelenggaraan pemerintahan dan pem-
bangunan daerah diperlukan pendekatan
yang disesuaikan dengan kondis dan
permasdahan setigp daerah.

Dengan demikian, sekdipun ddam
konsep otonomi deerah terkandung asas-asas
dan prindp-pringp yang sama, dalam
pel aksanaannya tidak dengan sendirinya
harus ada keseragaman. Pada pringpnya jelas
bahwa otonomi daerah adalah penateen
penydenggaraan pemerintahan negara ber-
dasar kan hierarki dan kesatuan wilayah
dalam rangka meningkatkan efisens dan
efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan
umum maupun pembangunan dalam negara
kesatuan Repuldik Indonesia. Otonomi itu
sendiri mengandung arti pemberian
kewenangan dalam mengambil keputusan
dan pengdolaan ber dasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Substans
gpa yang dikelola dalam suatu daerah
otonom dan bagaimana mengd olanya akan
sangat ditentukan oleh sumber daya manusia,
sumber daya dam, teknologi, kemampuan
teknis dan mangerid, tatanila dan tradis
serta kelembagaan yang mengakar dan
berkembang dalam suatu daerah yang kon
disinyatidak sdau seragam dibandingkan
dengan daerah lain. Keanekaragaman yang
berharga dan sding memper kuat adalah
keanekaragaman yang didasarkan atas
keunggulan tigp-tigp daerah menurut potens
dan kemampuannya masing-masing. Ha ini
mengandung arti bahwa kebijakan
pemerintah pusat untuk setiap daerah
tidaklah harus sama.

Konsekuens dari polapikir di atas
antara lain addah sebagai berikut.
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Pertama, perlunya membangun
wawasan dan skap politik yang memahami
bahwa pel aksanaan otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab perlu
mempertimbangkan kondis dan tingkat
perkembangan daerah yang beragam, yang
terwujud dalam pengaturan kewenangan dan
sikap hubungan organisasi pemerintahan di
daerah sebagal instrumen dalam ber-
masyarakat dan bernegara. Oleh karenaitu,
permasal ahannya adalah sampal sgjauh
mana, melaui otonomi penyeenggaraan
pemerintahan, pembangunan di daerah dapat
dilaksanakan secara efisien, efektif, dan
berkdanjutan.

Kedua, otonomi daerah tidak boleh
menyebabkan meebar nya kesenjangan
antardaerah. Artinya, daerah yang miskin
dan tertinggal karena keterbatasan sumber
daya atau latar belakang historis menjadi
makin miskin dan tertinggal, sedangkan
daerah yang kaya dan telah lebih mgju
menjadi makin kaya dan mgju.

Ketiga, diperlukan kelengkapan
informas mengena keadaan daerah, dan
kemampuan komunikas antara pusat dan
deerah serta antardaerah yang akurat, cepat,
tepat, dan terbuka. Kdancaran komunikas
dan ketepatan informas ini merupakan
prasyarat bagi tersdenggaranya ctonomi
daerah yang efektif.

Keempat, perlu dikembangkan
propors yang tepat antara pelbagai aktivitas
pemerintahan dan pembangunan, sesual de-
ngan tingkat perkembangan dan kondis
daerah. Misalnya, pemberian bantuan
pemerintah pusat kepada dati 1. Untuk
inpres dati 1, dilihat dari bantuan per kapita
maka yang banyak menerima addah daerah
di pulau Jawa Sedangkan daerah di luar
Pulau Jawa yang jarang perduduknya hanya
mendapat bantuan yang kecil, padaha dae
rah di luar Pulau Jawa wilayahnya lebih luas,
sehingga biaya untuk menydenggarakan
pemerintahan dan permbangunan menjadi
lebih besar untuk menghasilkan kinerja yang
sama. Oleh karenalitu, kebijakan dokas
dana pembangunan di luar Pulau Jawa
melihat pulaluas wilayah binaan, dan daerah
yang mempunyai kepulauan yang
berpenduduk tetap mendapatkan bantuan
khusus.
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Kdima, diperlukan struktur
pengambilan keputusan yang tepat, cepat,
terbuka, dan terjamin keabsahannya. Tanpa
itu maka perbedaan yang sfatnya
instrumental akan terasa sebaga per bedaan
yang fundamenta, sehingga dapat menim-
bulkan kesdahpahaman ddam komunikas
palitik. Daam hubungan ini, di satu pihak,
daerah harus penuh inisatif menyesuaikan
dengan kehijaksanaan nasond; dan di pihak
lain, jgiaran pemerintah daerah, termasuk
badan legidatif harus senantiasa tanggap
terhadap aspirad rakyat di daerah.

Sebaga negara kesatuan, Republik
Indonesia akan berwgah Iebih semarak
dengan meningkatnya otonomi daerah yang
sgidan dengan keadaan dan tingkat
perkembangan pembangunan daerah.
Daerah-daerah di Indonesia akan maju lebih
pesat tanpa kehilangan jatidiri dan akar
budaya daerah masing-masing. Pusat-pusat
pertumbuhan akan berkembang di seluruh
wilayah tanah ar dengan sding keterkaitan
wilayah yang makin erat dlam kesduan
Wawasan Nusantara Perdagangan
antardaer ah dan antarpulau akan semakin
berkembang sebaga hasil dari keaneka
ragaman produks barang dan jasa
antardaerah, atas dasar keunggulan sumber
daya tigp-tigp daerah. Persaingan antardaerah
akan makin marak, yang menghasilkan
proses kemajuan yang berkes nambungan.
Daerah telah lebih mampu beradaptas
dengan per ubahan lingkungan dan berinovas
untuk menginternaisasikan aspiras
lingkungan yang terus berubah dalam
mewujudkan kemandirian, kesgjahteraan,
dan keadilan secara keberlanjutan.

Peningkatan Kemampuan Apar atur
Daerah

Otonomi daerah akan menuntut
gparatur pemerintah yang berkemampuan,
sehingga masyarakat secara nyata memper -
oleh manfaat dari adanya otonomi itu.

Agar tujuan dan usaha pembangunan
daerah dapat berhasil dengan baik maka
pemerintah daerah perlu berfungs dengan
baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah
jugamer upakan usaha mengembangkan dan
memperkuat pemerintahan dagrah dalam
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rangka makin mantapnya penyelenggaraan
otonomi daerah.

Otonomi daerah bukan diartikan hanya
sebagal proses administras politik yang
berupa pelimpahan wewenang pembangunan
dan pemerintahan kepada pemerintah daerah,
melankan lebih merupakan suatu proses
pembangunan daerah sendiri dengan sayda
rangkaian komitmen dan tanggung jawab
yang mengringinya, yang menuntut
kemampuan sduruh gparatur pemerinteh
daerah di ddam penguasaan substans dan
mangemen pembangunan. Daam hd ini,
perlu diperhatikan unsur yang amat penting
dalam upaya meningkatkan otonomi daerah,
yaitu kemantapan kelembagaan dan
ketersediaan sumber daya manusia yang
memeadai, khususnya gparatur pemerintah
daerah, serta kemampuan keuangan daerah
untuk menggali sumber pendapatannya
sendiri.

Untuk dapat menangani semua urusan
yang tdah diserahkan, pemerintah daerah
terutama dituntut untuk menata kembdi serta
memperbaiki struktur dan kelengkapan
kelembagaan desentraisas yang ada,
sehingga dapat dan mampu menangani setigp
bidang urusan yang menjadi tugas dan tang-
gungawabnya. Penyempurnaan struktur
kelembagaan pemerintah daerah tersebut
perlu dilakukan melaui (i) pengembangen
struktur jabatan strukturd dan fungsiond;

(ii) penjenjangan karier dan tugas yang
diperlukan; dan (iii) penyeder hanaen
mekanisme dan administras pemerintah bagi
pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat
| danll.

Partispas Masyarakat

Sdah satu ciri dari daerah yang
mandiri adalah peran serta masyarakat yang
tinggi dalam pembangunan. Masyarakat akan
meakin terbuka, makin berpendidikan dan
makin tinggi kesadarannya. Dengan
demikian, juga makin tanggap dan kritis
terhadap segala ha yang menyangkut
kehidupannya. Dalam masyarakat yang
makin mau dan makin modern, rakyat tidak
puas dengan hanya mendengar dan
melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut
menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena
itu, gpa kehendak rakyat har us diperhatikan
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secara sungguh-sungguh, bahkan masyarakat
harus dirangsang untuk ikut memikirkan
masalah-masalah pembangunan yang
dihadapi dan turut memecahkannya.
Partisipas masyarakat yang aktif akan lebih
menumbuhkan potens daerah, sehingga

dapat memper cepat proses pertumbuhan di
daerah.

Demokrasi akan makin berkembang,
didukung oleh partisipas rakya yang tulus
dan dilandas kesadaran akan hak dan tang-
gung jawab sebagal warga hegaradari suatu
negarakesatuan yang memungkinkan
berkembangnya prakarsa dan mengendi
kemgemukan.

Snergi yang dihasilkan oleh
kehidupan masyarakat yang didorong oleh
otonomi dan desentralisasi, akan mendorong
pembangunan nasiond, yang mempercepat
terwujudnya sasar an-sasaran yang kita
kehendaki dalam prosesmencapal tujuan
nesond.

Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 1956
tentang Perimbangan K euangan antara
Negara Daerah-daerah, yang berhak mengu-
rus rumah tangganya sendiri disusun dengan
salah satu pertimbangannyaaddah "untuk
melaksanakan otonomi seluas-luasnya di
daerah-daerah harus ada kesanggupan
keuangan yang seluas-luasnya puld'.
Berdasarkan pertimbangan itu, ddamUU
tersebut ditetapkan sumber penerimaan
daerah yang mencakup pgjak, retribus dan
hasil perusahaan daerah serta pendapatan
negara yang diserahkan kepada daerah. Khu-
sus mengenai yang terakhir ini, disebutkan
persentase tertentu dari pendapatan negara
(pajak perdihan, pgak upah, pgak meteral,
pajak kekayaan, dan pgjak perseroan) yang
harus diserahkan kepada daerah. Besarnya
persentase yang harus diserahkan kepada
daerah untuk pajak perdihan, pajak upah dan
pajek meterai bahkan sudah ditetapkan
minimal sebesar 75 persen dan maksmum
sebesar 90 persen, sedangkan yang lainnya
ditentukan untuk ditetapkan setiap tahunnya
meldui peraturan pemerintah.
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Pada praktiknya, hanya pgjak
kekayaan yang bersama-sama dengan iuran
pembangunan daerah (ipeda), kemudian
diganti dengan pgak bumi dan bangunan
(PBB), yang diserahkan kepada daerah
dengan sistem persentase. Dewasaini se-
luruh penerimaan PBB diserahkan kembdli
kepada daerah. Namun, di samping bagian
pemerintah daerah yang berasd dari
penerimaan PBB, didokasikan puladana
inpres. Adapun dasar pertimbangan yang
melandasi perubahan tersebut adaah seperti
yang tertuang ddam Undang-undang No. 5
Tahun 1974. Pringp otonomi daerah yang
dipakai bukan lagi "otonomi yang riil dan
sduas-luasnyd’, melainkan "otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab". Sdanjutnya
dijelaskan bahwa kata: kata otonomi yang se
luas-luasnyatidak lagi dipergunakan karena
dapat menimbulkan kecenderungan
pemikiran yang membahayakan keutuhen
negara kesatuan dan tidak seras dengan
tujuan pemberian otonomi kepada daerah.

Kedua sumber dana tersebut
merupakan bagian yang besar dari anggaran
pembangunan daam APBD. Pada tahun ang-
garan 1995/96, dana inpres dan PBB yang
dikembalikan ke daerah merupakan Iebih
dari 38 persen anggaran pembanguran
rupiah murni. Pada APBN tahun 1996/97
persentase itu tetap dipertahankan. Apabila
ditambahkan subsidi daerah otonom dalam
anggaran rutin, maka jumlah tersebut
menjadi lebih besar lagi.

Dana Inpres, dan dana yang bersumber
dari PBB, merupakan komponen anggaran
pembangunan penting bagi daerah, bak
dati 1, dati 11, maupun desa Kecudi
proping-propins di Jawadan Sumatra Utara,
Iebih dari sperempat APBD daerah tingket |
bersumber dari dana-dana tersebut. Namun,
patut dicatat bahwa ketergantungan itu
cenderung menurun. Ha ini menunjukkan
bahwa kemampuan daerah untuk mem:
peroleh pendapatan adi daerah telah
meningket.

Dengan demikian, meskipun tidak ada
undang-undang khusus yang mengatur
pembagian keuangan pusat-daerah, dalam
kenyataannya pembagian tersebut telah
berjaan dan diatur dengan undang-undang
karena setigp tahun dituangkan ke ddam UU
APBN.
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Mekanisme yang sekarang, seperti
inpres, terbukti sangat efektif dalam
memeratakan pembangunan, dengan
perhatian khusus kepada
kepentingan-kepentingan tertentu misanya
kawasan tertinggal dan terpencil serta rakyat
miskin. Inpresini juga efektif karena
kel uwesannya dan dapat disesuaikan setiap
waktu sesual dengan perkembangan, baik
perkembangan kemampuan keuangan negara
maupun perkembangan di suatu daerah atau
antardaerah.

K ecenderungan yang akan diupayakan
sgdan dengan upaya desentrdisas dan
pengembangan otonomi daerah sdanjutnya
addah akan semakin banyaknya dana-dana
sektord (DIP) yang akan dikonvers menjadi
dana bantuan pembangunan daerah, terutama
ke daerah tingkat |1, secara ber angsur-angsur
menjadi dana-dana yang bersifat bantuan
umum (block grant), atau bantuan umum
sektoral (sectoral block grant) yang peng-
gunaannya diserahkan kepada daerah secara
sepenuhnya, sesual dengan permasalahan
yang dihadapi serta potens yang tersedia
Dengan bantuan tersebut, dihargpkan daerahr
daerah dengan pendapatan adi daerah (PAD)
rendah akan dapat samakin meningkatkan
tumbuhnya kegiatan ekonomi masyar akat,
yang pada gilirannya akan meningkatkan
PAD. Untuk itu, anggaran pembangunan
yang disediakan oleh pemerintah pusat, yang
ditujukan untuk membantu pembangunan
daerah, pengdolaannya diupayakan makin
banyak dipercayakan kepada pemerintah
daerah masing-masing.

Upaya untuk |ebih memberikan
kepercayaan kepada pemerintah daerah
daam pengelolaan dana pembangunannya
masing-masing, ditunjukkan pula oleh
adanya bebergpa komponen bantuan inpres
yang sebelumnya masih bersifat specific
grant menjadi sepenuhnya block grant.
Langkah ini menunjukkan tekad yang
sungguh-sungguh untuk mengembangkan
otonomi daerah yang makin nyata, serad,
dinamis, dan bertanggung jawab.

Dengan pengdihan dana sektord ke
bantuan daerah, pertama-tama yang perlu
dipahami addah bahwa bantuan pem-
bangunan daerah yang berupa dana, sarana
dan prasarana, harus dipandang sebaga suatu
injekd atau pemancing untuk mendorong
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peningkatan kegiatan ekonomi rakyat di
daerah dalam upaya mewujudkan
kesgahteraan rakyat yang merata antar-
daerah secara berkesinambungan.
Pembangunan yang muncul dari rakyat,
dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan
untuk kesgjahteraan rakyat, merupakan
srategi pembangunan yang paing pokok.
Nantinya diharapkan hanya program pem-
bangunan yang mempunyai skaa
antardaerah atau skala nasiond yang
dilaksanakan secara sektoral.

Dengan pengdaman penanganan
program inpres yang diperoleh sdamaini,
dihargpkan daerah makin lebih mampu da
lam mengatur kebutuhan daerahnya masing-
masing, séhingga bantuan pembangunan
daerah meladui program inpres Iebih
terintegras dengan kebijaksanaan investas
dan permbangunan daerah secara
kesdluruhan.

Pada akhirnya, sesuai dengan makna
otonomi, kemampuan keuangan pemerintah
daerah, yang merupakan salah satu indikator
kemandirian deer ah, perlu ditingkatkan.
Pemerintah daerah dituntut untuk Iebih aktif
dadam menemukan dan menggdi sumber -
sumber pendapatan adi daerah, yang cende-
rung akan meningkat sebagal akibat dari
meningkatnya hasil-hasl pembangunan itu
sendiri.

Otonomi daerah sdain memberikan
hak kepada daerah juga membawa
kewgjiban. Kedua aspek ini harus dapat dise-
rasikan, dan untuk itu, secara sungguh-
sungguh harus dikendi sdluruh potens dan
sumber daya yang ada di daerah, disertai
peluang-pduang dan kendda kendda ddam
pengembangannya. Kemampuan
memanfaatkan potens daerah sebagal sum:
ber pembiayaan pembangunan daerah amat
penting ddam mengefektifkan desentrdisas
bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya.

Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap
Pemerintah Daerah dalam Konteks
Otonomi

Otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab mengandung ciri palitis, yakni
pemberian otonomi harus seras dengan pem-
binaan politik dan kesatuan bangsa serta
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menjamin hubungan yang seras antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hdl
ini berkaitan pula dengan upaya untuk
menjamin stabilitas politik. Di samping itu,
otonomi mengandung ciri sosa ekanomi,
yakni pemberian otonomi dapat
memperlancar pembangunan yang tersebar di
suruh pdosok. Hd ini erat kaitamnya
dengan dtrategi pembangunan ekonomi untuk
menjamin kesaimbangan antara pertumbuhan
dan pemerataan. Ciri yang lain addah
berkaitan dengan aspek adminigtrad, yakni
pemberian otonomi perlu didukung dengan
kemampuan daerah dadlam mengurus rumah
tangganya sendiri.

Perumusan tersebut juga
mencerminkan satu pringip bahwa hakikat
otonomi |lebih merupakan kewgjiban
daripada hak, yaitu kewgjiban daerah untuk
ikut melancarkan jalannya pembangunan
sebagal sarana untuk mencapa kesgahteraan
rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab (lihat
Penjelasan Umum butir 1. f Undang-undang
No. 5 Tahun 1974).

Dengan demikian otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab menempatkan
kebebasan daerah berdampingan dengan
pengawasan pusat. Perlu terdapat keseim-
bangan antara partisipasi daerah dan
pengawasan pusat. Ddam sistem yang
berlaku terdapat beberapa ha yang tunduk
pada pengawasan preventif pusat meldui
lembaga persetujuan/pengesahan:

a setigp peraturan daerah termasuk
peraturan daerah mengena perpgakan
daerah memerlukan pengesahan pusat
terlebih dulu sebelum dapat
diberlakukan;

b. penyusunan aparatur pemerintah,
termasuk struktur organisasinya,
memerlukan persetujuan pusat;

C. pengangkatan pegawai daerah daam
batas-batas formes yang telah
ditetgpkan memerlukan persetujuan
pusat juga, mengingat ggi pegawal
deerah dibiaya dengan subsidi daerah
otonom;

d. Anggaran Pendapatan dan Bdanja
Daerah (APBD) tingkat | membutuhkan
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pengesahan pusat, dan APBD tingkat |1
membutuhkan pengesahan dti |;

e. kewenangan daerah untuk mengadakan
utang piutang atau menanggung
pinjaman bagi kepentingan dan aas
beban daerah juga memerlukan
pengesahan pusat.

Sdain itu, peraturan-peraturan dan
norma-norma mengenai pemerintahan yang
bersh dan berwibawa juga berlaku bagi
pemerintah daerah seperti pemerintah pusat,
karenaitu pengavasan puseat jugatidak lepas
daam sstem pengawasan daerah.

Ddam kaitannya dengan pengawasan
apakah berdfat palitis, legd, teknis, atau
finanga, pada dasarnya pengawasan me-
rupakan satu agpek dalam keseluruhan proses
pembanguran. Pengawasan bersifat palitis,
karena pengawasan oleh pemaintah pusat
addah bagian dari Sgtem politik dan peme-
rintehan dalam sebuah negara kesatuan.
Pengawasan bersifat legal, karena
pengawasan diatur secara tegas dan jelas
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan bersifat teknis,
karena pengawasan dilakukan oleh aparat
yang secara teknis fungsional melaksanakan
pengawasan. Sedangkan pengawasan bersifat
finansd karena pengawasan ini juga
dimaksudkan urtuk mengawas  penggunaan
keuangan ddam penydenggaraan
pemerintah daerah.

Kedudukan dan Peranan Pemerintahan
Desa

Desa dengan ragam penghayatan dan
pengendannya merupakan kekayaan budaya
bangsa sebagal akar bagi tumbuhnya
kebudayaan berorganisas dan bermasyarakat
daam skda yang lebih besar. Oleh karena
itu, melestarikan nilai-nila budaya yang
bersumber dari perdessan merupakan ha
yang sangat penting bagi pembinaan
kesatuan bangsa.

Keberadaan desa sebagal "'susunan
adi" digkui ddam UUD 1945 Pasdl 18 dan
penjelasannya. Oleh karena itu, keber adaan
desa harus diperhatikan dan dilestarikan,
namun tidek terlepas dari sstem dan
mekanisme pemerintahan Republik Indo-
nesia. Pemerintahan desa diatur dalam
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Undang-undang No. 5 Tahun 1979.
Undang-undang ini mengakui adanya lemba
galembaga adi milik desa, tetapi
disesuaikan dengan dinamika dan perkem-
bangan organisa kelembagaan pemerintah-
an dengan mangemen modern. Dengan
demikian, desa sebenar nya merupakan
daerah dengan hak otonomi tersendiri, tetapi
tidak sama dengan pengertian otonomi yang
digariskan ddam Uundang-undang No. 5
Tahun 1974. Pengakuan ctonomi desa lebih
banyak didasar ken pada kenyataan otonomi
adi masyarakat desa yang lahir dan hidup
sgak dahulu kda Keberadaan kehidupan
tradisiond ini perlu dirangkum menjadi suatu
kekuatan pembangunan.

Sesungguhnya tidak ada ketentuan
yang melarang pemberian otonomi pada
tingkat desa. Bahkan sebagai pringp, oto-
nomi daerah dapat berkembang ke samping
yang berarti tumbuhnya daerah-daerah
otonom baru ataupun penghapusan dagrah
otonom yang telah ada, ke atas ddam arti
menjedi lebih dari duatingkat, dan ke bawah
dalam arti menjadi kurang dari dua tingket.

Namun, pelestarian budaya desa tidak
berarti harus membuat desa menjadi daerah
otonom. Dalam ha ini harus dibedakan
perlunya membangun struktur pemerintahan
otonom yang efisien, efektif dan partisipatif,
dengan melestarikan budaya desa. Desa
terlau kecil untuk dijadikan daerah otonom,
sehingga akan sulit untuk mencapa efisens
dan efektifitas pemerintahan.

Dati | pun sudah beragam, apaagi dati
I1, maka keberagaman antara satu desa dan
desayang lain di berbaga wilayah Republik
ini akan jauh lebih besar lagi.

Terutama pada tingkat desa otonom
akan tidak praktis, dan tidak menjamin
bahwa masyarakat akan diuntungkan, bahkan
yang terjadi justru penyempitan dam
kesempatan memanfaatkan sumber daya,
daam keedaan yang ketersediaan sumber
daya pada umumnya serba terbates.
Hambeatan lainnya adalah pada sumber daya
manusiayang di wilayah perdesaan sangat
terbatas untuk dapat menangani otonomi
dengan segala konsekuensinya.

Juga tidak dikehendaki politisas
masyarakat desa yang akan mengundang
konflik-konflik yang lebih kerap dan dapat
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menjadi beban bagi masyarakat desa serta
mengurangi daya yang seharusnya dapat
dicurahkan untuk pembangunan dan upaya
untuk meningkatkan kesg ahteraan.

Satdlah menyatakan demikian, tidak
berarti bahwa tidak dkehendaki masyarakat
desa menjadi mandiri. Kemandirian itu harus
dibangun dan dikembangkan, dan srateginya
addah dengan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan berarti membangkitkan
potens yang dimiliki oleh masyarakat desa
itu sendiri.

Peranan aparat desa tentu penting
dalam upaya pember dayaan masyarakat,
tetapi aparat desa itu sendiri perlu diber-
dayakan. Upaya ke arah membangun
kesgahteraan dan kemandirian masyarakat
desaini lebih mendessk dan lebih dibutuh-
kan oleh rakyat di perdessan daripada
mengembangkan otonomi.

Masalah Hak Ulayat dan Otonomi Daerah

Hak ulayat adalah hak masyarakat
hukum adat yang bersfat komuna. Dengan
UUPA (UU No. 5/1980), hak ulayat diangkat
ke atas, menjadi hak bersama bangsa
Indonesia.

UUPA mengakui adanya hak ulayat
sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasiond.
Apabila negara memerlukan, maka hak
ulayat dapat diambil oleh negara dan kepada
masyarakat adat diberikan kompensas
berupa“ recognitie’, yaitu daam bentuk
bangunan atau lainnya yang diperlukan oleh
masyarakat adat untuk keperluan bersama.
Jadi, kompensas itu tidak diberikan kepada
orang perorang, tetapi kepada masyarakat
hukum adat itu.

Tentunya hek ulayat yang diada-
adakan tidak bisa dibenar kan. Oleh karena
itu, mengenai hak ulayat ini perlu penelashan
yang mendaam dari semua agpek. Digkui
bahwaini bukan masalah yang mudah, dan
ada potens perbenturan kepentingan.
Namun, dalam keadaan bagamangpun juga
pada akhirnya Pasal 33 UUD 1945 harus
menjadi pegangan yaitu bahwa bumi dan ar
dan kekayaan dam yang terkandung di
dalammya dikuasai oleh negara dan
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dipergunakan bagi sebesar -besar
kemakmuran rakyat.

Daam kaitannya dengan otonomi
daerah, pegangannya addah UUPA yang
ddam penjelasannya menyatakan bahwa
masalah agraria merupakan urusan
pemerintah pusat.

Pelaksanaannya di daerah dapat
dilimpahkan meaui asas dekonsentrasi
dan/atau medebenind (pembantuan). Dengan
asas dekonsentrasi ini, urusan agraria di
daerah (pemberian hak atas tanah, izin lokad,
dan sertifikas tanah) dilakukan oleh gparat
vertikd BPN di daerah, yaitu Kantor Per -
tanahan dati 11 dan Kantor Wilayah BPN
proping dalam batas-batas tertentu.

Sebagaimana hdnya semuaingang
vertika di daerah, kantor pertanahan
kabupatervkota madya berada di bawah koor-
dinas kepdawilayah yaitu bupati/wadi kota
madya kepala deerah tingkat 11 setempat
sesua ketentuan dalam PP No. 6 Tahun
1988. Sdain itu Pakto 23 (paket deregulas
Oktober) Tahun 1993 telah memberikan
peranan lebih besar kepadaingans di daerah
tingket 11, baik instans otonom maupun ver -
tika, untuk mempercepat pelayanan di
bidang agrarialper tanahan. Urusan agraria
memang dapat merupakan sumber keuangan
bagi daerah. Untuk meningkatkan peneri-
maan daerah sedang dipertimbangkan untuk
meningkatkan pemasukan uang ke kas dati 11
dari proses pemberian hak atas tanah menjadi
sebesar 40 persen dari semula 20 persen.

Penyerahan Tanggung Jawab Per sonel

Topik ini akan ditutup dengan sedikit
pembahasan mengenai tanggung jawab
persone pemerintah daerah.

Ada berbaga 99 yang perlu mendapat
perhatian ddam hd penyerahan tanggung
jawab personel sepenuhnya kepada peme-
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rintah dagrah, yang terkait dengan hak dan
kewajiban otonomi. Di satu pihak,
penyerahan tanggung jawab itu akan lebih
memberi makna pada otonomi, di pihak lain,
subsidi pegawai harus dihentikan. Tidak
mungkin kedua-duanya dikehendaki karena
adanya subsidi menunjukkan masih adanya
ketergantungan, dan adanya keter gantungan
berarti pula adanya keterkaitan dengan atur-
an-aturan yang bersifat menyduruh.

Dengan demikian harus dicari
pengertian yang tepat mengena kata"penuh”
dalam hd penyerahan persond kepada
daerah.

Sebenarnya yang pokok adaah
kebijaksanaan ddam perbinaan. Pembinaan
persond bersifat adminigtratif dan teknis. Se-
berapa jauh pemerintah daerah dapat
sepenuhnya menydenggarakan kedua jenis
pembinaan itu, lebih merupakan masdah
yang penting atau mendesak untuk
dipecahkan dalam rangka penergpan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Hal ini terkat erat dengan
perkembangan kemampuan deerah, yang
dalam satu bidang urusan dengan bidang
urusan lainnyatidak seldu seragam pula
tingkat perkembangannya

Mengena penyerahan persond,
perlengkapan dan pembiayaan, memang
merupakan masdah, dan senantiasa menjadi
hambatan ddam upaya meningkatkan
otonomi daerah. Tidak semuaingtang
dengan serta merta siap menyerahkan kewe-
nangannya. Ha ini menjadi tantangan dan
merupakan proses yang harus dilewati untuk
bisa tiba pada sstem pemerintahan nasiond,
yang terdiri atas pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, yang benar-benar sesual
dengan cita-cita bangsa, sesuai dengan
kondis negara dan dapat menjawab tantang-
an-tantangan ddam memasuki abad ke-21.
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3. Pemerataan Pembangunan Antardaerah, khususnya Pembangunan Kawasan Timur

Indonesia

Upaya pemerataan sebaga cara untuk mengatas kesenjangan telah dilakukan sgak awad PP
| karena pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan suatu trilogi yang mencakup bukan
hanya pertumbuhan, tetepi juga pemerataan dan dabilitas. Selama PJP |, telah diterapkan
drategi pemerataan yang dinamakan “delapan jaur pemerdaan’. Hasilnya telah dirasakan.
Kesgahteraan masyarakat makin meningkat dan peningkatannya juga telah mencakup semua
deerah. Tidak ada degrah yang tidek mengdami kemguan, dan hampir semua lgpisan
masyarakat tersentuh oleh kemagjuan, meskipun tingkat kemajuan itu berbeda-beda

Di pihak lain, pembangunan ekonomi
yang sdlamaini telah menghasilkan
pertumbuhan yang tinggi ternyata belum se-
penuhnya dapat mengatas permasalahan
kesenjangan antardeerah. Perbedaan lgju
pembangunan antardaerah menyebabkan
terjadinya kesenjangan kemakmuran dan
kemg uan antar daerah, terutama antara Jawa
dan luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia
dan kawasan timur Indonesia, dan antara dee-
rah perkotaan dan daerah perdesaan.

Merupakan kenyataan bahwa kondis
ekonomi nasiond tidaklah homogen, artinya
terdapat keragaman ekonomi antar wilayah.
Hasl andiss Bgppenas menunjukkan bahwa
hampir semua daerah produk nasiond
domestik brutonya (PDRB) meningkat.
Meskipun demikian, diperkirakan ada
beberapa proping yang pertumbuhannya agak
tersendat-sendat karena struktur ekonomi
wilayahnya kurang sap menyesuaikan diri
dengan tempo pertumbuhan ekonomi nasona
yang tinggi. Hd ini secarajelas dapat dilihat
dari distribus PDRB menurut wilayah. Pada
tahun 1994, 84,0 persen dari totd PDRB
nasiond disumbangkan oleh kawasan barat
Indonesia (KBI) yang terdiri atas 14 proping
di Sumatra(21,0 persen), Jawa dan Bdi (63,1
per sen), sedangkan sisanya (15,9 persen)
disumbangkan oleh kawasan timur Indonesia
(KTI). Upaya untuk mengatas kesenjangan
antarkawasan ini akan dibahas ebih lanjut
pada topik berikutnya.

Topik ini aan membahas beberapa

agpek pemerataan pembangunan antardaerah,
khususnya antara kawasan timur Indonesia

(KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI).

Dilema Pembangunan KTI
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Pengdaman membangun sdamaini
menjadi moda yang amat berharga bagi
pembangunan pada tahap selanjutnya.
Demikian pula pengdaman ddam
membangun wilayah KTI. Dari berbagai
pengaaman itu dapet ditarik berbagai
pegaran. Pdajaran utamadi antaranya
add ah bahwa pembangunan di KTI penuh
dengan dilema. Sebenarnya bukan hanya
pembangunan di KTI, seluruh proses
pembangunan sebenarnya merupakan hesi
pemilihan dari berbagai dternatif.
Penentuan pilihan tidak sdau mudah.
Proses pengambilan keputusan, termasuk
penetapant penetapan prioritas harus senan-
tiasa memper hitungkan adanya trade-off
antara satu pilihan (option) dan pilihan
lannya Misalnya, membangun industri atau
menyelamat kan lingkungan, membangun
industri padat teknologi atau industri padat
karya, menaikkan upah minimum regiond
(UMR) dapat dianggap mengurangi daya
saing produsen.

Konsekuensi-konsekuens dari setiap
pilihan itu acapkali menghadapkan kita pada
situas yang dilematis, apa pun yang dipilih,
ada sga kerugiannya. Jka mungkin, tentu
dicari dternatif ketiga untuk menghindari
dilema Jkatidak ada, acapkdi yang
diupayakan addah memilih yang paing
sedikit dampak negatifnya atau paing
banyak dampak postifnya. Itu pun tidak
selau mudah diperhitungkan secara
matematis. Banyak sekdi keputusan yang
harus didasarkan pada judgement; atau yang
ditempuh addah mengkompromikan judge-
ment dengan per hitungan, yang berarti
dipilih kedua jdan itu, tetapi masing-masing
diambil sebagian sga Biasanya dengan
jdan ini tidak ada yang merasa puas dan
sasaran tidak tercapai sepenuhnya, dan
pelaksanaannya pun menjadi 1ebih lambat.
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Namun, acapkdi carainilah yang terbak, ya
itu dengan pengorbanan yang terkecil.
Biasanya keputusan serupaitu diambil atas
nama marfaat yang optimal. Begitulah re-
ditasnya, termasuk pula dalam pembangunan
KTI.

Rilihan-pilihan yang dilematis itu harus
sungguh-sungguh dipahami, karena di sanalah
titik awd persodannya. Dengan pemahaman
itu, maka upaya membangun kawasan timur
Indonesia dapat dengan sungguh-sungguh
beranjak dari keinginan palitik, dan retorika
yang sudah terlalu sering didengar menjadi
upaya hyata, yang disertai dengan kesadaran
akan keterbatasan-keterbatasan dan risiko-
risko yang dihadapi.

Bebergpa dilema pembangunan KTI
dibahas berikut ini, meskipun secararingkas
sgja karena sudah banyak seminar, lokekarya,
rapat kerja, sarasehan dan berbagai forum
dengan nama lain yang membahas masalah
pembangunan kawasan timur Indonesia.
Dilemayang sfatnya mendasar addah seba-
ga berikut.

Pertama, dilema antarpenduduk dan
antarwilayah. KTI meliputi Iebih dari 68
persen wilayah daratan Indonesia, tetapi
penduduknya hanya sekitar 18 persen. Di
kawasan barat Indonesia(KBI), padatahun
1994 pulau Jawa sgja penduduknya 59 per sen
dari seluruh penduduk Indonesia, padahal
wilayahnya hanya kurang dari 7 persen.
Dengan demikian, muncul pertanyaan. Yang
dibangun itu manusia atau wilayahnya?
Jawabannya tertu addah manusia, karena
membangun wilayah juga addah untuk
manusia. Dari sni timbul beberapa masdah
berikut.

Kedua, masdah pelayanan dasar.
Karenajumlah penduduk di Pulau Jawa dan
d KBI pada umumnya lebih besar, maka
pelayanan kebutuhan dasar (basic needs)
harus ditujukan ke daerah yang penduduknya
Iebih banyak. Daerah-daerah yang padat
penduduknya harus mendapat pdayanan ke
butuhan dasar yang sesuai dengan jumlah
penduduknya. Itu pandangan dari satu SiSi.
Namun, pandangan dari S§ lain juga teramat
kuat. Kawasan timur Indonesia meskipun
jumlah penduduknya sedikit, karena
wilayahnya luas, untuk mencgpai penduduk
dan memberikan pelayanan sosd dan eko-
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nomi yang sama seperti di Jawa dan di
wilayah KBI pada umunmya diperlukan
upaya dan biaya yang lebih besar. Dengan
upaya dan biaya yang sama, jangkauan
pelayanan |ebih kecil atau terbatas. Maka
dari sudut pandang manusiawi, untuk
keedilan memang perlu perhatian dan biaya
yang lebih besar guna memberikan taraf dan
kuditas pdayanan yang sama. Ber arti ada
pengurangan biaya untuk daerah yang
penduduknya padat. Ini jelas merupakan
dilema

Ketiga, pembangunan prasarana.
Sebagai contoh, misanya jalan yang besar
sekdi perannyabagi kegiatan ekonomi.
Jaringan jdan di KTl hanya mencapai 38
persen dari seluruh jaringan jdan di
Indonesia. Dibandingkan dengan luas
wilayah yang 68 persen itu jaringan jalan
tidak seimbang. Namun, apahila di-
bandingkan dengan jumlah penduduk yang
18 persen, dan peran kegiatan ekonomi yang
sekitar 16 persen, jaringan jalan tersebut
sudah cukup luas, bahkan masih belum
dimanfaatkan secaraoptimal. Hd itu antara
lain terlihat dari angka Volume Capacity
Ratio (VCR)-nyayang mash rendah. VCR
adalah raio antara volume kendaraan yang
lewat terhadap kapastasjdan. Nila VCR
yang rendah mengindikasikan pemanfaatan
jdan yang rendah dalam kegiatan ekonomi.
Pada akhir tahun 1994, di Jawadan Bdi
hanya 46 persen dari prasaanajaan yang
ada memberi indikas pemanfaatan yang
rendah (VCR<0,5). Sedangkan VCR
rendah, di Sumatra77 persen, Kdimantan
71 persen, Sulawes 86 persen dan KT
lainnya 97 persen.

Namun, jalan seperti jugaprasarana
lainnya, seperti pelabuhan perlu untuk
mengembangkan perekonomian dan mem:
buka potens wilayah yang belum
berkembang. Maka timbul persodan, yaitu
ke mana arah prioritas pembangunan pra
sarana diberikan, ke wilayah yang
kebutuhan prasarananyatinggi dan segera
membutuhkan karena kepadatan penduduk
dan intengitas perekonomian, atau untuk
mengembangkan wilayah dan potens baru
meskipun secara ekonomi, artinya dari hu-
kum permintaan dan penawaran, belumlah
mendesak.
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Masdah investas pembangunan
prasaranaini akan menentukan pulatinggi
rendahnya angka ICOR. Proyek-proyek pem:
bangunan diharapkan dapat dilaksanakan
seefisen mungkin dan membawa manfast
sebesar dan secepat mungkin bagi
pertumbuhan ekonomi. Berarti ICOR-nya
akan menjadi rendah. Padahdl investas
prasaranadi KTI dibandingkan dengan di
Jawadan KBI pada umumnya akan
menghasilkan ICOR yang lebih tinggi,
setidak-tideknya dalam jangka waktu
menengah dan pendek. Ha-hd tersebut jelas
menunjukkan pilihan-pilihan yang tidak
mudah, terutama pada tingkat kebijaksanaan
yang lebih makro, yang harus dihadapi.

Keempat, masalah kemiskinan. Jumlah
penduduk miskin di Jawa ada 14,5 juta orang,
dan di KBI 19,8 juta orang. Sedangkan di KTl
berjumlah 6,0 jutaorang. Dari segi jumlah
orang miskin, panggilan kemanusiaan akan
mendorong untuk memberi perhatian yang
sepadan dengan banyaknya orang miskin.

Di pihak lain, meskipun jumlah
penduduk miskin secara absolut lebih sedikit,
dalam persentase terhadap jumlah tad
penduduk (poverty incidence), di KTl lebih
besar. Persentase penduduk miskin di KBI
sebagian besar di bawah rata-ratanasiond
sebesar 13,67 persen, kecuai Jawa Tengah
(15,78 persen) dan Sumatra Selatan (14,89
persen). Sementara itu, persentase reta-rata
penduduk miskin di KTl di atas rata-rata nasi-
ond yaitu sebesar 19,31 persen. Persentase
rata-rata penduduk miskin Timor Timur 36,24
persen, Kdimantan Barat 25,05 persen, Irian
Jaya 24,16 persen, dan Maluku 23,93 persen.
Ini menunjukkan bahwa kondis di KTI
cenderung menyebabkan kemiskinan
dibandingkan dengan di KBI. Persentase
jumlah desatertinggd di bebergpa proping di
KTI bahkan di atas 50 per sen, seperti Irian
Jaya 78,2 persen, Timor Timur 82,8 persen,
Kdimantan Tengah 60,4 persen dan Mauku
57,6 persen. Sedangkan di Sulawes tidak
terldu tinggi, yaitu 33,4 persen. Karenaiitu,
wajar pula apabila ada kehendak agar kepada
KTI diarahkan lebih banyak perhatian, dan
dipenuhi kebutuhan sumber dayanya untuk
mengatas masaah tersebut.

Kdima, masalah kuditas sumber daya
manusia. Masdah utamadi KTl sdlah satunya
addah sumber daya manusa. Masalah
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kuantitas di beberapa proping, sedangkan di
proping lain kuditasnya, dan di propins
lain lagi kedua-duanya. Hal ini tentu akan
mempengaruhi kuditas dan produktivitas
angkatan kerja. Propors angkatan kerja
yang tidak/belum pernah bersekolah pada
tahun 1994 di KTl addah 14,1 persen,
sedangkan di KBI adalah 10,3 persen.
Proporsi angkatan kerja berpendidikan
tinggi di KTI addah 2,5 persen dan di KBI
addah 3,0 persen.

Dengan demikian, untuk mengejar
ketinggdan, maka pendidikan di KTI harus
ditingkatkan. Masa ahnya addah gpakah
kuantitas atau kuditas pendidikan yang
diprioritaskan. Masdah ini memang bukan
hanya persodan di KTI, mdainkan juga
persodan nasond, yaitu pilihan antara
pemerataan kesempatan pendidikan dan
peningkatan mutu pendidikan. Di KTI,
masdah ini menjadi [ebih besar karena
biaya penyelenggaraan pendidikan per
murid juga akan lebih besar dibandingkan
dengan di KBI. Penduduk yang jarang dan
terpencil membuat pelayanan pendidikan
dan kesehatan menjadi 1ebih mahd.
Misanya, upaya untuk melanjutkan
pendidikan dasar dari enam tahun menjadi
sembilan tahun, akan besar biayanya di
KTI. Di pihak lain, mutu pendidiken jdas
pada umumnyadi KTI lebih tertinggd,
termasuk pendidikan tinggi.

Sdain itu, banyak proping di KTI
yang telah menghadapi masdah tenaga
berpendidikan yang menganggur, termasuk
sarjana. Pengangguran tamatan pendidikan
tinggi di KTI, meningkat dari 7,3 persen
pada tahun 1990 menjadi 13,6 persen pada
tahun 1994. Hal ini dapat dissbabkan olen
lulusan yang dihasilkan bukan yang
dibutuhkan oleh pasar kerja, atau kualitas-
nyatidak memadai, atau keterisolasian
menyebabkan ter batasnya mobilitas sarjana
untuk mencari lgpangan pekerjaan di luar
daerahnya Hd ini juga merupakan
tantangan yang tidak kecil.

Keenam, masdah industri dan
perdagangan. Struktur perekonomian KTI
measih lemah dan bertumpu kepada sektor
pertanian yang sumbangannya sebesar 29,5
persen dari totd PDRB normigas KTI
(1994). Padahd secara nasiond pada tehun
1994 kontribusi sektor pertanian ddam PDB
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nonmigas addah 19,1 persen (berdasarkan
angka PDB dan PDRB dari BPS mengguna
kan tahun dasar 1993). Meskipun sumber
dayadam KTI cukup banyak, sumbangan
PDRB nonmigas KTl terhadap PDB non-
migas nasional hanya sekitar 15,78 persen,
dan pangsa ekspor nonmigas KTI hanya 19,6
persen dari ekspor nonmigas nasiond.
Apabiladilihat dari S5 neraca
perdagangan antara KBI dan KT, terlihat
adanya kesenjangan yang merugikan KTI.
Pada tahun 1990 neraca perdagangan seluruh
komoditias KTI terhadgp KBI mengdami
defisit sebesar Rp2,9 triliun. Defisit per-
dagangan KTI terhadap KBI ini terutama
disebabkan dleh nilai impor domestik
komoditas hasil industri nonmigas dan jasa
sebesar Rp7 triliun. Komoditas hasil industri
pengolahan thn jasamempunyai peran yang
penting dalam pembentukan nilai tambah,
pengembangan kesempatan kerja bagi tenaga
kerjayang lebih terdidik dan perkembangan
ekonomi masa depan. Meskipun komoditas
sektor-sektor primer mengalami surplus, daya
serapnya bagi kesempatan kerja rendah bagi
tenaga yang terdidik, sehingga kurang
berperan dalam pembentukan nilai tambah
dan peningkatan mutu tenaga kerja. Sdlain itu,
komoditas sektor pertambangan dan
pengolahan migas memberikan sumbangan
yang rendah dari segi kesempatan kerja dan
PDRB. Jawabannya adalah mendorong
perkembangan industri di kawasan timur.

Daam kenyataannya, masalahnya tidak
sesederhanaitu. Pertama, pasar bagi hesil -
hasil industri, selain ekspor, addah di
kawasan barat, terutama Jawadengan
penduduk besar dan daya beli yang rdatif
tinggi. Kedua, prasarana untuk industri ka-
wasan barat sudah lebih berkembang, seperti
energi, peabuhan peti kemas, dan sebagainya
Ketiga, sumber daya manusiaindugtri lebih
tersedia di kaw asan barat. Sebagai akibatnya
pada periode 1984- 1991 investas swasta di
KTI relatif kecil dibanding KB, yaitu rata-
rata hanya 8,4 persen dari totd investas
swastadi Indonesia (sdish antara totd
investas dengan investas pemerintah, yang
diolah berdasarkan data BPS). Ini juga
merupakan dilema yang tidak mudah
dipecahkan. Dengan memahami berbaga
measalah yang dihadapi tadi, diupayakan men-
cari jdan mempercepat pembangunan
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kawasan timur. Bebergpa di antaranya akan
diurakan di bawah ini.

Pembangunan KTI dalam PJP 11

Sasaran pertumbuhan ekonomi
sdlamaRepelita VI telah direvis dan
ditetapkan menjadi 7,1 persen setahun.
Untuk itu investas yang diperlukan selama
RepditaVl adalah sebesar Rp815 triliun.
Investas masyarakat harus meningkat dan
diharapkan memberikan sumbangan sebesar
77 persen dari sdluruh investas
pembangunan sdama Repdita V1. Dari per-
tumbuhan ekonomi sebesar itu, peran sektor
industri akan terus meningka menjadi lebih
dari 25 persen pendapatan nasiond di akhir
Repdita VI.

Pertumbuhan ekonomi nasiond
sebesar 7,1 persen tersebut merupakan
sumbangan dari berbagal kegiatan ekonomi
di semua daerah. Berdasarkan itu, ddam
Repdlita M diharapkan lgju pertumbuhan
ekonomi ratarata setigp tahun di KBI
menjadi sebesar 7,0 persen dan di KTI
sebesar 7,5 persen. Untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi KTI sebesar 7,5
persen sgahun tersebut, ddam Repdita VI
diperlukan sekitar seperempat dari
kebutuhan tota investas nasiond.

Untuk mencapal sasaran tersebut,
upaya yang mutlak harus dilakukan addah
menarik investas ke KTI. Pertama-tama
tentunya adalah investas pemerintah
sendiri. Propins-proping di KTl dihargpkan
akan memperoleh peningkatan investas
pemeintah dari 26 persen pada tahun 1993
menjadi 28 persen pada akhir Repdita 1.
Secara bertahap pada akhir PJP Il investas
pemerintah di KTl akan ditingkatkan,
sehingga mendekati seper tiganya. Dengan
investas pemerintah yang meningkat ini,
dihargpkan investas swasta akan meningkat
pula karenameldui investas pemerintah itu
akan dibangun berbagai prasarana dan
ditingkatkan kuditas sumber daya manusia
meldui peningkatan taraf pendidikan serta
dergat kesehatan yang akan menampung
investas swasta

Di bidang prasarana, ddam
perencanaan RepditaVl, 54 persen
pembangunan jalan dan jembatan baru akan
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berada di KTI, 44 persen anggaran
pembangunan pelabuhan adaah untuk
wilayah KTI, 33 persen pembangunan
jaringan irigas baru dan 53 persen pencetakan
sawah baru addah di KTI. Di samping itu,
sedang dikembangkan satu juta hektare ared
per sawahan baru di Kdimantan Tengah.
Proyek-proyek prasarana perhubungan yang
sedang dikembangkan ddam RepditaVI an-
taralain addah prasaranajdan di Irian Jaya
(Wamena-Tengon), Mauku (Sdeman-
Taniwel), Sulaves Tenggara (Lasolo-Asera),
Timtim (Cairui-Laciuta), NTT (Dampek-Pota
Maurole), NTB (Lanyuk-Ropang), Kdtim
(Tanjungsdor-Melaneau- Tou Lumbis), Kateng
(Muarataweh Lampeong), Kabar (Nangama
rakai-Nangakantuk-Badau), dan Kdsd
(Jembatan Bar ito); pdabuhen laut di Ujung
Pandang, Bitung, Biak, Sorong, Kupang dan
Bdikpapan; bandar udara di Manado, Ambon,
Ujung Pardang, dan Bdikpapan, dan
beberapa lagpangan terbang perintis.

Pada tahun 2000 bandar udera di
Bdikpapan diperkirakan akan mdayani 1,45
juta penumpang per tahun, bandar udaradi
Ujung Pandang 1,66 juta per tahun, bandar
udara Manado 871,8 ribu per tahun dan
bandar udara Ambon 379,8 ribu per tahun.

Seiring dengan bidang ekonomi,
pembangunan sumber daya manusia daam
PJP 11 juga merupakan titik berat pem-
bangunan, termasuk di KTI. Di bidang
pendidikan, anggaran sektor pendidikan untuk
tahun pertama dan kedua Repdita M telah
didokasikan lebih tinggi dibanding propors
penduduk dan siswa. Hdl ini akan terus
dilanjutkan pada tahun-tahun Repdita VI dan
selanjutnya, sampai akhir PJP 11. Perhatian
besar diberikan pula pada pendidikan
menengah ke uruan, termasuk upaya untuk
mengembangkan kerja sama dengan industri
dan dunia usaha, yang merupakan program
sistem ganda yang sekarang sedang
dikembangkan.

Padatingkat pendidikan tinggi,
bebergpa proyek yang dbiaya bantuan luar
negeri secara khusus diarahkan untuk me-
nangani pembangunan pendidikan tinggi di
KTI. Seperti misanya, proyek Indonesia-
Audralia Eastern University Project (IAEUP)
dengan bantuan Pemerintah Audtrdia,
Eagtern Indoneda Universitas Devel opment
Project (EIUDP) dengan bantuan Pemerintah
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Kanada, serta Higher Education Project
(HEP) bantuen dari ADB. Proyek IAEUP
meliputi tiga universitas sasaran, yaitu
Univerdtas Udayana, Universitas Mataram,
dan Univer Stas Nusa Cendana, ditambah
dua universitas peserta, yaitu Universitas
Tadulako dan Universtas Hau Oleo.
Kegiaan utama program ini adaah
pengembangan sistem pendidikan terutama
ddam bidang ilmu-ilmu dasar, pertanian
dan peter nakan. Proyek EIUDP
dilaksanakan di empat universitas, yaitu
Universitas Sam Ratulangi, Univerdtas
Pettimura, Univer Stas Cenderawasih
(termasuk yang berlokasi di Manokwari)
dan Universtas Hau Oleo. Kegiatan
utamanya add ah pengembangan staf.
Proyek HEP di KTI mdiputi Universitas
Taduako, Universitas Cenderawasih,
Universtas Mataram, Universitas Nusa
Cendana dan Universtas Hau Oleo. Ke-
gigannya mdiputi pembangunan dan
peraatan terutamadi bidang biologi dan
pertanian serta pengembangan staf.

Sementaraitu, sebuah proyek lain
diluncurkan, yaitu Education Engineering
Project dengan dana dari ADB, yang dituju-
kan untuk mengembangkan bidang
keteknikan di per guruan-per guruan tinggi di
KTI. Di Univerditas Hasanuddin sendiri
antaralain juga sedang dilaksanakan
pembangunan pusat penditian (research
center) dengan penekanan padadisiplin
ilmu kelautan. Di Universitas Mulawarman
dilaksanakan pengembangan Fakultas
Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Fakultas
[Imu-ilmu Dasar. Yang dikemukakanini
addah bebergpa contoh sgja dari upaya
besar yang dilakukan untuk membangun
pendidikan di KTI, terutama pendidikan
tinggi.

Di bidang kesehatan direncanakan
dan telah dilaksanakan berbagai kegiatan
yang akan berdampak besar pada peningkat-
an dergat kesehatan penduduk KTI. Untuk
menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan
di KTI, pada akhir tahun kedua Repelita VI
telah sdesal dibangun RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo, Ujung Pandang. Rumah sakit
ini tidak sgja dibangun baru dengan
perdatan mutakhir, tetapi juga ditingkatkan
kelasnya dari kelas Bmenjadi kelas A
Dengan demikian, RSUP tersebut akan
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setingkat dengan RS Cipto Mangunkusumo di
Jakarta dan RS Dr. Soetomo di Surabaya

Sdain itu, untuk mendukung pelayanan
kesehatan di propinsi-propins Sulawes
bagian utara, pada tahun 1995 sdesai di-
bangun sertatelah diresmikan RS Mddayang
di Manado yang dilengkapi dengan perdatan
baru. Sdama Repdita VI akan diteruskan
pembangunan rumah sakit untuk proping
Nusa Tenggara Timur, Kdimantan Barat,
Kdimantan Sdlatan, Irian Jaya Timor Timur,
dan deerah lain yang masih perlu mendapat
perhdtian di seluruh proping di Sulawes.

Saat ini, belum semua rumah sakit
kabupaten mampu memberikan pelayanan
kesehatan spesialistis empat dasar (penyakit
daam, kebidanan dan kandungan, kesehatan
anak, dan bedah). Penyebab utamanya adadah
karena terbatasnya jumlah tenaga dokter
spesdis dan sulitnya menempatkan dokter
gpesdis di rumah sskit kabupaten yang relatif
terpendil yang pada umumnyatidak memiliki
fadllitas pelayanan yang memedai.

Untuk mengatasinya, ddam Repdita
VI dikembangkan program penempatan
peserta pendidikan dan pelatihan dokter
spesidis (PPDS) tahun terakhir khusus untuk
spesidis kebidanan dan kandungan serta
anak. Program ini dimula pada tahun 1994/95
di 21 rumah sakit kabupaten di 10 propins.
Sebagian besar rumah sakit kabupaten
tersebut, yaitu sebanyak 17 buah, terletak di
ddapan proping KTI. Sdain itu, untuk
menyediakan tenaga dokter spesdis,
terutama untuk spesialis anak, kebidanan, dan
kandungan, bedah, dan penyakit dalam, di-
sediakan beasi swa untuk dokter yang berasd
dari KTI aau dokter yang bersedia
ditempatkan di KTl setelah sdesa menjdani
pendidikan spesidisnya. Dengan caraini,
ddam Repdita VI diharapkan kekosongan
tenaga dokter ahli di berbagai rumah sakit
kabupaten di KT secara bertahap akan
teratas.

Memang, kurangnyatenagakerja
terampil yang mampu mengolah potens
sumber daya alam yang ada di sana merupa
kan kendda bagi pembangunan di wilayah
KTI. deh karenaitu, sgak RepditaVi
transmigrad diarahkan ke KTI, baik meldui
transmigras umum maupun transmigras
swakarsamandiri yaitu transmigras yang
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didasarkan pada prakarsa sendiri. Jumiah
transmigran dari daerah penduduk padat
memang belum mempunya dampak yang
besar terhadap keserasian persebaran
penduduk, namun terhadap wilayah KTI
yang ber penduduk tipis, transmigras telah
mampu mendukung kesgasian persebaran
penduduk, mendorong penyebaran tekno-
logi pemanfastan sumber daya dam serta
mengembangkan akses daerah produks

- termasuk daerah-daerah produks ter-
pencil- ke pasar. Daam duatahun pertama
Repdita VI, 69 persen dari lokes
permukiman transmigras yang dibangun
beradadi KTI, sehingga dihargpkan
mempunya manfaat yang besar terhadap
pembangunan daerah di KTI.

Investas Swasta

Dengan berbagal upaya tersebut, baik
di bidang prasarana ekonomi maupun
peningkatan kuditas sumber daya manusia,
dihargpkan iklim investas di KTl akan
menjad lebih bak. Investas swasta di
semua sektor memang sangat dibutuhkan
karena hanya dengan investas swasta dapat
diperoleh Igu per tumbuhan ekonomi serta
penciptaan lgpangan kerja yang cukup
tinggi. Diharapkan pangsainvestas swasta
akan meningkat dari 11, 4 persen pada awa
Repdita M menjadi 12,6 persen di akhir
Repdita V1.

Upaya peningkatan investas swasta
akan didorong oleh berbagal faktor yang
berkembang di dalam negeri maupun di luar
negeri. Sekurang-kurangnya ada lima faktor
yang akan menjadi pendorong.

Pertama, faktor globalisas dan
keterbukaan ekonomi. Faktor ini akan
meningkatkan kegiatan ekonomi dan perda-
gangan, sehingga permintaan akan
komoditas yang dihasilkan oleh kawasan ini
jugaakan meningkat. Peningkatan per -
mintaan diharapkan akan mendorong minat
investas.

Kedua, kerja sama antara kawasan
yang berdekatan dengan negara tetangga
seperti Pusat Wilayah Pertumbuhan Sub-
Regiond ASEAN Timur Brunei Darussdlam
- Indonesia - Maaysa - Filipina (BIMP-
EAGA), Segitiga Pertumbuhan Indonesia -
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Madaysia- Thaland (IMT-GT), dan kerja
sama dengan Austrdia Utara, akan
menggerakkan momentum pertumbuhan.
Secara kesduruhan kegiatan di Asia Pasifik
meaui kerjasama APEC dihargpkan akan
mendorong gerak pertumbuhan wilayah KTI
ini, yang berada di pusaran kegiatan APEC.

Ketiga, kebijaksanaan tata ruang
nasona dan terbatasnya lahan di Jawadan di
kawasan barat pada umumnya akan mendo-
rong investor ke luar Jawa, di antaranya ke
kawasan timur. Sekarang, untuk
meningkatkan produks pangan sga, akan di-
bangun satu juta hektare, lahan pertanian di
Kdimantan Tengah. Pembatasan terhadap
penggunaan sawah beririgas teknis untuk
penggunaan lain akan mendorong industri
ber gerak ke luar Jawa.

Keempat, proses restrukturisasi industri
negaranegara mgu yang masih terus
berlanjut dan akan mengakibatkan relokas
industri. Sebagian di antaranya adaah indudtri
yang perlu dekat dengan sumber bahan baku,
sehingga akan tertarik ke kawasan timur yang
kaya akan sumber alam. Banyak di antaranya
addah industri ekspor, sehingga terbatasnya
pasar di KTI tidak menjadi masdah.

Kelima, pemberian berbagai
perangsang, antara lain insentif perpgjakan
untuk investas di kawasan terbelakang, se-
cara sektif akan diberikan.

Sdanjutnya, mengingat luasnya
wilayah KTI, terbatasnya prasarana dan
terbatasnya sumber daya manusia, maka harus
dikembangkan pendekatan tata ruang yang
tepat agar sumber daya yang tersedia dapat
digunakan secara efisien, dengan mamusatkan
pembangunan pada kawasan-kawasan
tertentu, yang disebut kawasan andalan.
Kawasan-kawasan perbatasan tadi merupakan
kawasan anddan. Kawasan anddan yang
dewasaini sudah mempunyai penggerak tentu
perlu terus dikembangkan. Namun, bukan
hanya itu sga. Pada akhir PJP |1 diharapkan
telah ada 54 kawasan andalan di KTI. Enam
belas |okas kawasan anddan berada di
Kdimantan, 9 di proping-proping Nusa
Tenggara termasuk Timor Timur, 16 di
Sulawes, 4 di Mauku dan 9 di Irian Jaya
Kawasan anddan yang dikembangkan ddam
tahap pertama antaralain addah Sanggau di
Kdimantan Barat, Barito-K gpuas-Kahayan di
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Kdimantan Tengah, Batulicin di

Kdimantan Sdatan, BalikpapanSamarinda
Sanga-sanga di Kdimantan Timur, Manado-
Bitung di Sulawes Utara, Pare pare di
Sulawes Sdatan, Batui di Sulawes Tengah,
Segitiga BUKARI di Sulawes Tenggara,
Mbay di NTB Kupang di NTT, Betano di
Timor Timur, Seram di Mduku, dan Biak di
Irian Jaya. Kawasan-kawasan anddan ini
kemudian disebut kawasan anddan
pertumbuhan ekonomi terpadu (KAPET).

Médaui berbaga usahaitu, terutama
didorong dleh investas pemerintah yang
meningkat di KTI, dihargpkan investas
swastadi KTI padaakhir PJP |1 dapat
meningkat menjadi mendekati 20 persen
dai seluruh investas swasta di Indonesia.*
Dengan demikian, sdama PJP 11, KTI akan
mengdami per tumbuhan ekonomi yang
lebih pesat yang diikuti dengan per tum-
buhan lgpangan kerjayang di KTI ddam
PJP 11 diharapkan mencapai 2,3 persen
setahun, lebih tinggi daripadadi KBI yang
diperkirakan tumbuh dengan 2,0 persen
setahun.

Kesduruhan upaya itu harus
didukung oleh kebijaksanaan makro dan
sektora yang terpadu. Secaranasiond
berbagal perangkat fiskal dan moneter serta
kebijaksanean perdagangan dan investas,
termasuk kehijaksanaan perizinan yang
masih tersisa kewenangannya pada
pemerintah, harus diarahkan untuk
mendukung. Dengan sendirinya pemerintah
daerah juga harus berperan. Dan perannya
teramat besar. Suasana yang menarik untuk
investas harus dikembangkan oleh
Pemerintah dan masyarakat di daerah.
Pelayanan harus ditingkatkan, dan hambet-
an-hambatan, baik dari aturan tertulis
maupun (gpaagi) tidak tertulis, serta
hambatan menta psikologis harus dihilang:
kan. Pemerintah daerah harus
mengupayakan meningkatnya perdapatan
adi daerah. Dan teramat penting pula
merencanakan pembangunan di daerah
termasuk penggunaan anggaran
pembangunan daerah dengan sebaik-

! Angka perkiraen berdasarkan anggapan
pengaruh kenaikan investas sgja (Bappenas,
Regional Economic Projections from SD-
Modd, Jekarta, 1994)
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baiknya. Semuanya itu terkait dengan
peningkatan otonomi daerah yang garis besar -
nyatelah dibahas daam topik sebdum ini.

Masa Depan KT

Dengan mempertimbangkan berbagai
permasdahan, potens dan prospek
pengembangan KTI seperti diuraikan di atas,
per cepatan pembangunan KTI perlu
diupayakan mddui (i) peningkatan
dukungan investas pemerintah terhadap
wilayah yang tertinggd, yang sekaigus
menciptakan dan memperbaiki iklim investas
untuk menarik moda swadta; (i)
perwujudan keterkaitan fisik dan ekonomi
antarwilayah, termasuk pada kawasan cepat
tumbuh, kawasan perbatasan antarnegara dan
kawasan anddan; (iii) pengembangan kota:
kota prioritas sehagal pusat-pusat ekonomi
perkotaan dalam kawasan andalan sebaga
suatu kesatuan struktur wilayah, seperti pusat
per tumbuhan wilayah nesond di Ujung
Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin,
dan pusat pertumbuhan antarwilayah di Baik-
papan, Samarinda, Mataram, dan Dili; serta
(iv) pembentukan pusat-pusat pertumbuhan
dan kawasan andalan di KT seperti Kupang-
Darwin dan BIMP-EAGA.

Berbaga upayatersebut perlu dibarengi
dengan peningkatan kinerja dan kemampuan
dari pemerintah daerah tingkat | maupun
tingkat 11 se-KTI agar dapat 1ebih berperan
aktif dalam pembangunan di daerahnya
masing-masing. Dengan demikian,
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pelaksanaan program-program pemba
ngunan KTI tidak lagi sematamaa
ditentukan oleh pemerintah pusat, namun
lebih ditentukan oleh pemerintah daerah
yang bersangkutan. Untuk itu, perlu lebih
didesentralisasikan wewenang dan tanggung
jawab dari pusat kepada pemerintah daerah
sgaan dengan otonomi daerah, yang
perwujudannya sangat ditentukan dari ke
Sigpan dan kemampuan pemerintah daerah
masing-masing.

Dari uraian di atas, dgpat dismpulkan
bahwa KT mempunyai masa depan yang
sangat cerah. Ini didorong oleh optimisme
terhadap perkembangan keadaan (turn of
events) yang akan menguntungkan bagi
KTI. Orang mengatakan bahwa abad kedua
puluh satu addah abadnya kawasan timur,
bagi dunia addah kawasan Asa Pesifik,
sedangkan bagi bangsa Indonesia addah
KTI. Arus pembangunan dengan sendirinya
akan menuju ke kawasan ini. Justru yang
harus dilakukan adalah menjaga agar yang
maju bukan hanya daerahnya, tetapi rakyet-
nya Jangan sampai dalam hiruk-pikuknya
pembangunan, malah rakyat di kawasan ini
terabaikan. Akibatnya, pembangunan yang
terjadi hanya akan menyentuh kulitnya, bah-
kan lebih buruk, hanya berupa eksploitas
sumber dam sga, yang tidak dinikmati
secara adil dan penuh oleh rakyat banyak.
Ini merupakan tantangan dan tangung jawab
sgjarah yang berat, bahkan Iebih berat lagi
dari hanya membangun secara fisk kavasan
ini.

4. Pembangunan Perkotaan dan Pembangunan Per desaan

Wilayah perkotaan berperan makin penting ddam pembangunan nasiond. Sumbangannya
terhadap permbangunan nasiond bertambah besar. Sebdiknya dampak negatifnya besar pula
terhadap munculnya masdahrmasdah yang dihadapi bangsa Indonesia. Di sis lain, tampak
peranan wilayah perdesaan, yang makin tertingga jauh dibanding wilayah perkotaan.

Dikotomi desarkota dalam konteks
pembangunan nasiond ini perlu diatas secara
konseptud, agar ddam jangka panjang tidak
mengganggu keserasian pembangunan.
Keserasan pembangunan ini merupakan
prasyarat bagi perwujudan cite-cita keadilan
sosd bangsa Indonesia
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Oleh karenaitulah, ddam buku Repdita
VI ada sebuah bab yang khusus membahas
pembangunan perkotaan dan perdesaan,
sehingga satu sama lain sding mendukung dan
memper kuat, dan bukan sding merugikan.
Kesduruhannya itu harus merupakan bagian
dari upaya pembangunan nasond, yang ingin
sddu dilaksanakan dengan bertumpu pada
Trilogi Pembangunan.
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Telah ditekadkan bahwa ddam PIP I |
prosesindustridisas akan dipercepat. Berarti
sektor industri akan didorong untuk berfungs
sebaga motor penggerak perekonomian dan
dapat diandakan sebaga penyerap tenaga
kerja produktif yang secara bertahap
menggantikan penyerapan sektor pertanian.
Dengan makin magjunya sektor industri, maka
sumbangan sektor pertanian ddam
pendapatan nasiond secarardatif akan me-
nurun.

Pembangunan industri hampir berarti
sama dengan pembangunan wilayah
perkotaan. Dengan demikian, pembangunan
wilayah perkotaan berarti juga harus
memotori pembangunan nasional secara
kesdluruhan.

Meskipun demikian, tidak berarti sektor
pertanian tidak perting. Bahkan sebdiknya
sektor pertanian tetgp memegang peran
drategis dalam PJP |1 sesuai dengan
fungsinya, untuk memenuhi kebutuhan
pangan bagi penduduk yang jumlahnya besar
dan sebagal sumber mata pencaharian yang
besar pula bagi rakyat Indonesa. Sdain itu,
pembangunan pertanian merupakan unsur
yang amat menentukan dalam permbangunan
per desaen.

Dengan titik pandang tersebut, topik ini
akan membahas pembangunan perkotaan dan
pembangunan perdesaan daam berbagai

aspeknya.

K ecenderungan Urbanisas

Berbicaramengena masdah perkotaan
addah bicara mengena berbaga aspek
masaah urbanisas. Urbanisas mempunyai
arti sebagal proses pembangunan perkotaan
melaui meningkatnya kegiatan ekonomi
masyarakat kota. Di sis lain, urbanisasi juga
merupakan proses perpindahan penduduk ke
kota sebagal akibat permasdahan di
perdesaan.

Urbanisas merupakan proses
pergeseran aktivitas penduduk dari sektor
tradisona ke sektor modern. Studi empiris
menunjukkan adanya hubungan pogtif antara
kenaikan urbanisas (level of urbanization)
dan peningkatan pendapatan per kapita
Makin tinggi pendapatan per kapita, makin
tinggi tingkat urbanisasi. Dengan
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meningkatnya perpindahan penduduk dari desa
ke kota, makin banyak tersedia tenaga kerja,
yang pada akhirnya akan memungkinkan
terciptanya spesidisasi sesua dengan kemam-
puan yang beragam dari para pendatang.
Produktivitas ker ja penduduk perkotaan
meningkat, kegiatan sosid ekonomi di per-
kotaan meningkat, dan sumbangan per kotaan
terhadap kegiatan ekonomi nasiona meningkat
pula

Tedah diketahui secara umum, betapa
proses urbanisas berlangsung dengan amat
cepat di Indonesia. Perpindahan penduduk dari
daerah perdesaan ke daerah perkotaan telah
berlangsung sgak lama. Mula-mula terjadi
sebagal akibat gangguan keamanan, kemudian
disebabkan oleh kondis yang kurang men-
dukung perkembangan di daerah perdesaan,
antaralain karena keerbatasan lapangan kerja,
keterbatasan lahan usaha, serta kurangnya
sarana dan prasarana pelayanan dasar. Akan
tetapi, ada pula perpindahan penduduk ke kota
karena perkembangan kegiatan ekonomi di
kota. Tenaga kerja secara senggja didatangkan
dari luar wilayah perkotaan sebagai pekerja
sektor modern di perkotaan.

Proses urbanisas ini membawa berbagai
dampak, bak bagi daerah perkotaan maupun
daerah perdesaan. Pada tahun 1971 tingkat
urbanisas adalah 17 persen, pada tahun 1990
telah mencapai 31 persen, dan pada tahun
1995 diperkirakan 36,1 persen. Apabilapada
dekade 1960-1970 urbanisas lebih banyak
terjadi karena pertambahan alamiah, pada
dekade sdlanjutnya tdah ditambah lebih
banyak dengan migras desarkota. Pada akhir
PJP 11 penduduk di perkotaan diproyeksikan
mencapa 60 persen. Dengan demikian, bagian
terbesar dari penduduk Indonesia pada akhir
PJP Il sudah menjadi penduduk kota (urban
dwndlers).

Digtribus penduduk perkotaan juga
makin tersebar. Jumlah penduduk yang berada
di deerah perkotaan akan meningkat dengan
tgam di setigp proping yang mencerminkan
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan yang lebih tinggi, diikuti dengan
kegiatan ekonomi yang makin beragam. Tujuh
proping akan mempunya persentase
penduduk kota lebih dari 60 persen, sepuluh
propinsi dengan persentase penduduk kota le-
bih dari 50 persen dan hanya satu atau dua
propins kurang dari 40 persen. Keedaan ini

166



amat berbeda dengan situas pada tahun 1990
yang hanya ada satu propins dengan
persentase penduduk kota di atas 50 persen,
yaitu DKI Jakarta, (ibu kota negara, dengan
lima kota madya), dan sembilan proping
dengan per sentase penduduk kota kurang dari
20 persen.

Pada ava RepditaM, terdapat sebelas
pusat perkotaan (urban centerg, yaitu kota
madya dan daerah perdesaan di sekitarnya
yang punya hubungan fungsiond,
berpenduduk satu juta jiwa atau lebih.
Déelgpan di antaranya terdapat di Pulau Jawa.
Peda akhir PJP 11, diperkirakan akan terdapat
23 pusat perkotaan dengan jumlah penduduk
perkotaan lebih dari satu juta jiwa, yang
sekitar 11 kota di antaranya berada di luar Pu-
lau Jawa. Empet kota diperkirakan akan
mempunyal penduduk lebih dari limajuta
jiwa Sdah satu di antaranya addah kawasan
Jabotabek yang diperkirakan akan mempunyai
penduduk perkotaan antara 30-35 jutajiwa
(sekarang kawasan Jabatabek telah dihuni
oleh 15 juta penduduk perkotaan).

Pada saat sekarang, terjadi pertambahan
penduduk perkotaan lebih dari 3,5 jutajiwa
(5,5 persen) setiap tahunnya, dan angkaini
terus bertambah. Jumlah tersebut merupakan
satu setengah kdi penduduk Kotamedya
Bandung atau setara dengan tujuh kata dengan
ukuran sebesar Kota madya Padang.

Kawasan-kawasan perkotaan akan
memberikan sumbangan yang sangat berarti
bagi pertumbuhan ekonomi dan sosd. Lebih
dari 60 persen dari PDB nonmigas akan
berasd dari kawasan-kawasan perkotaan.
Hampir semualokas industri manufaktur
berada di perkotaan begitu pula bisnis eceran,
pusat-pusat bisnis modern, pelayanan
kesehatan dan pendidik an modern,
kegiatan-kegiatan yang sarat dengan teknologi
mutakhir, serta kesenian dan kebudayaan.

Keunggulan relatif ekonomi perkotaan
yang diikuti dengan peningkatan pendapatan
per kapita penduduknya meimbulkan
tuntutan yang lebih besar akan sarana dan pra-
sarana perkotaan. Hal ini merupakan cerminan
adanyakordas yang kuat antaratingkat
urbanisas dan peningkatan pendapatan per
kapita serta peningkatan tuntutan terhadap
daerah perkotaan.
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Peningkatan jumlah penduduk
perkotaan, mengakibatkan penggunaan ruang
menjadi lebih efisen karena dengan ruang
yang lebih kecil dgpat ditampung jumlah
penduduk yang lebih besar. Berarti pula
pelayanan sosid ekonomi dapat makin ter-
konsentrasi.

Dai ss lingkungan, kebutuhan akan
lahan luas menjadi berkurang, sehingga dapat
disediakan ruang yang lebih besar untuk
pengamanan lingkungan. Misanya Jepang,
negarayang relaif besar penduduknya
dibandingkan dengan luas tanahnya, dengan
urbanisas yang efisen telah menghasilkan ne-
garayang sangat bak pelestarian
lingkungannya. Tidak berarti bahwa masaah
lingkungan di perkotaan tidak ada, karena
tetap sgja masdah lingkungan di perdesaan
atau di perkotaan harus mendapat perhatian.

Di pihak lain, urbanisas juga membawa
masalah. Proses urbanisasi yang terlalu cepat,
menghasiikan ketidaksigpan kota-kata untuk
menampung arus perpindahan penduduk. Aki-
batnya sarana ekonomi dan prasarana sosid
tidak memadai.

Dengan demikian, timbul ekses
urbanisas yang terjadi hampir di semua
wilayah urban dalam kondis serupaitu, yaitu
kekumuhan dan kemiskinan perkotaan (urban
poverty), yang pada gilirannya menghasilkan
gangguan sosia, seperti kekerasan dan
ketidakstabilan palitik. Sgarah menunjukkan
bahwa konflik-konflik politik dgpat dimula
bak di desa maupun di kota, tetapi ujungnya
senantiasa berakhir di perkotaan.

Kemampuan yang tidek memadai di
wilayah perkotaan untuk menampung
angkatan kerja yang cepat bertambah itu, di-
perberat pula dengan kuditas penduduk yang
berpindah, yang tidak sdau memiiliki
persyaratan untuk memenuhi kebutuhan la-
pangan pekerjaan di kota-kota, yaitu di sektor
industri dan jasa, sehingga membuat
permasaahan perkotaan menjadi makin rumit.

Sebagai contoh, pada tahun 1994 dari
sekitar 24,3 juta pekerja, yaitu angkatan kerja
yang bekerja di perkotaan yang berpendidikan
maksimal SD adaah 48,8 persen,
berpendidikan skaah menengah sebesar 44.0
persen, dan berpendidikan tinggi sebesar 7,2
persen. Rendahnya kuditas tenega kerja di
per kotaan tersebut menimbulkan kesenjangan
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antara kuditas tenaga kerja yang dibutuhkan
dan yang tersedia, yang sdanjutnya menim-
bulkan pengangguran di perkotaan.

Mash dari 95 tenaga kerja, data
menunjukkan bahwa angkatan kerja perkotaan
meningkat dengan 7,1 persen padatahun
1985-1994, sedangkan angkatan kerja
perdesaan meningkat 2,0 persen, padahd
secaratotal angkatan kerja meningkat sekitar
3,3 persen. Ini berarti masaah pengangguran
tersdubung di daerah perdesaan cenderung
dikonvers menjadi pengangguran ter buka di
perkotaan. Ha ini mengakibatkan timbulnya
kemiskinan di kota. Waaupun szt ini
penduduk miskin di perkotaan terus menurun,
yaitu dari 9,4 persen pada tahun 1990 menjadi
8,7 persen dari totd jumlah penduduk miskin
pada tahun 1993, secara absolut jumlah pen-
duduk miskin tersebut masih tetep besar, yaitu
8,8 jutajiwa pada tahun 1993.

Akibeat lainnya addah adanya tekanan
kebutuhan terhadap berbagai prasarana dasar,
baik sosia, seperti perumahan, sekdah,
rumah sakit, air bersih, maupun kebutuhan
prasarana ekonomi seperti perhubungan, yang
tidek dapat dipenuhi secara seimbang oleh
kota-kota pada umumnya.

Oleh karenaiitu, sgjauh mungkin arus
perpindahan penduduk ke kota harus diredam
dengan mengembangkan dternatif kehidupan
yang lebih baik di perdessan. Mengenai hd
ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain
dari topik ini.

Namun, betapapun juga berhasiinya
upaya menahan penduduk di perdesaan,
proses urbanisas akan terus berlangsung.
Oleh karenaiitu, diperlukan pendekatan yang
tepat agar proses ini tidak merugikan bahkan
dapat menguntungkan.

Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan mengend
berbagai tingkatan wilayah perkotaan, yaitu
kota megapolitan, metropolitan, kota besar,
kota sedang, dan kota kecil. Dilihat dari
fungsinya, dikena juga kota atau daerah
perkotaan yang berfungs sebagai pusat
kegiatan nasiond, pusa kegiatan wilayah,
pusa kegiatan lokal, dan pusat yang
mempunyai fungs khusus dalam menunjang
sektor ekonomi tertentu. Sdain itu, tiap-tiap
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kotamempunyai ciri soso-kultura tersendiri,
meskipun ada kesamaan kultur kosmopolitan
yang berkembang di kota-kota.

Berbagai hd itu merupakan unsur-unsur
yang patut diper hatikan dalam pendekatan
pembangunan di tigp-tigp kota ter utama daam
mendorong pertumbuhan kota, sebagal Sm-
pul-smpul utama daam keseluruhan proses

pembangunan nasiond.

Dengan pemahaman itu, maka secara
garis besar ddam meninjau pembangunan
perkotaan dapat diterapkan dua pendekatan,
yakni pendekatan makro dan pendekatan
mikro. Dalam pendekatan makro
pembangunan perkotaan ditinjau dalam korr
teks wilayah nasiond. Salah satu cirinya
addah kecenderungan makin
mengel ompoknya kegiatan ekonomi per kotaan
di beber gpa kota metropolitan, terutama di
Pulau Jawa Sementaraitu, kota-kotalain di
luar Jawa, terutama kota-kota di kawasan
timur Indonesia, masih tertinggd tingkat per -
kembangannya Kenyataan ini mengakibatkan
kurang berfungsinya kota-kota di luar Jawa
sebagal katdisator pengembangan wilayah.
Keadaan itu menyebabkan kesenjangan antar-
wilayah yang makin melebar.

Permasdahan lainnya addah belum
mandirinya kota-kota kecil yang tumbuh di
sekitar wilayah metropolitan. Penduduk di
kota-kotakecil ini mash banyak bergantung
pada kotaiinti/ induk, baik ddam hd Iapangan
pekerjaan maupun penggunaan fasilitas
pelayanan. Ha ini mengakibatkan beban yang
cukup besar bagi kotainti, antara lain makin
tingginya kemacetan lau lintas serta makin
terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana
perkotaan karena selain harus melayani ke-
butuhan masyarakatnya sendiri, harus pula
melayani kebutuhan bagi kota-kota kecil di
wilayah sekitarnya. Perbedaan yang tinggi
antara penduduk kota pada waktu siang hari
dan pada waktu maam hari yang diakibatkan
arus ulang-dik (commuter§ menimbulkan
masalah tersendiri pula.

Termasuk ddam masalah makro ini
addah terdapatnya kesenjangan pertumbuhan
antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.
Hdl ini terutama disebabkan oleh:

a) lemahnyaketerkaitan kegiatan ekonomi
antara daerah perkotaan dan daerah
perdesaan;
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b) keterbatasan sumber daya manusia yang
berkuditas di daerah perdesaan, sehingga
menyebabkan rendahnya produktivitas dan
kemampuan masyarakat untuk ber -
partispas secara aktif dadam
pembangunan;

¢) kurangnya prasarana dan sarana
perhubungan di dagrah perdesaan,
khususnya prasarana dan sarana yang
menghubungkan suatu kawasan miskin
perdesaan dengan daerah-daerah yang
lebih mgu.

Untuk mengatas berbagai
permasaahan makro ini, perlu dikembangkan
bebergpa dtrategi pembangunan perkotaan.

Pertama, pengelolaan pembangunan
kota-kota secara nasond mddui

pembentukan sistem perkotaan yang hierarkis,
mantap, dan sembang. Untuk itu, daerah
perkotaan atau kota dibedakan berdasarkan
peran dan fungs pelayanannya, yakni daerah
perkotaan yang berfungs sebagai pusat
kegiatan nasond, pusa kegiatan wilayah,
pusat kegiatan loka dan kota-kota atau daerah
perkotaan yang mempunyai fungs khusus
dalam menurjang pengembangan sektor
drategis dan pengembangan wilayah baru.
Dengan pemantapan sistem kotarkota,
diharapkan kegiatan pembangunan dapat lebih
disebarkan ke wilayah-wilayah lainnya
Dengan pola semacam itu, diharapkan per-
tumbuhan dan perkembangan kota-kota
(metropoalitan, besar, menengah dan kecil)
dapat lebih terkait satu samalain secara fung:
siond sehingga mendukung pemantapan
struktur perekonomian nasiond, sekaigus
mengatad ketimpangan antar wilayah.

Kedua, mencegah makin
membengkaknya wilayah Jabaabek serta
wilayah metropalitan lainnya. Untuk itu, perlu
dikembangkan kota kota lain, seperti di luar
Jawa Ujung Pandang dan Pdembang, yang
dapat berfungs sebagai kota antara atau
“magnit tandingan” (counter magnet). Dengan
demikian, kota-kotaini dihargpkan dapat
mengalihkan arus migrasi dan investas tidak
terpusat di wilayah tertentu sgja

Ketiga, perlu ditingkatkan pula fungs
dan peran kota-kata menengah (secondary
cities), khususnya di daerah-daerah luar Jawa.
Upaya ini dapat dilakukan dengan
mengarahkan penanaman modd pada
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sektor-sektor strategis'unggulan, disertal de-
ngan pemberian insentif perpgjakan, perbaikan
dan peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana penunjang agar memungkinkan
peningkatan produktivitas yang selanjutnya
akan meningkatkan dayatarik kota-kota
menengah tersebut bagi investor.

Keenmpat, peningkatan fungs dan peran
kota-kota kecil yang berada di sekitar
kota-kota metropolitan. Kotakota kecil ini
diharapkan dapat berfungs sebegal kota-kota
penyangga (buffer cities) yang mandiri (self
contained citieg) baik dalam penyediaan
lgpangan kerja maupun ddam penyediaan
fadilitas perkotaan bagi penduduk di
kawasannya. Untuk itu, diperlukan peningkat-
an sarana dan prasarana perkotaan serta ke-
bijaksanaan yang mendorong penanaman
moda untuk menempatkan atau mengdihkan
modanya dari wilayah metropolitan ke
kota-kota kecil di sekitarnya

Kdima, mendorong terciptanya
keterkaitan kegiatan ekonomi yang efektif dan
sdling menunjang dan sding menguntungkan
antara wilayah perkotaan dan perdesaan,
mdaui:

a) perluasan pembangunan saranadan
prasarana, terutama sarana perdagangan,
dan prasarana perhubungan dan
telekomunikas;

b) pengembangan industri di perdesaan mulai
dari pengolahan bahan baku sampai bahan
setengah jadi;

c) peningkatan sumber daya manusia di
daerah perdesaan;

d) pembangunan jaringan informad
mengenal potens pemasaran wilayah,
terutama yang menyangkut sektor-sektor
unggulan.

Ddam pendekatan mikro, kota
dipandang sebagai satu kesatuan lingkungan
permukiman beserta aktivitasnya. Masaah
mikro perkotaan terkait erat dengan
peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang
pesat, baik karena pertambahan secara damiah
maupun akibat perpindahan penduduk
(migrasi). Sementara itu ketersediaan
kesempatan kerja dan fadllitas pedayanan
perkotaan tidak seimbang dengan
meningkatnya kebutuhan. Akibatnya, muncul
masalah kemiskinan perkotaan yang me-

169



nyebabkan makin meningkatnya angka
krimindlitas kota, kemerosotan tingkat
pelayanan sarana dan prasarana perkotaan
termasuk kemacetan ldu lintas, masdah air,
sampah dan banjir, berkembangnya kawasan
kumuh, pencemaran industri, dan ben-
turan-benturan pemanfaatan lahan, yang pada
akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan
kudlitas lingkungan perkotaan.

Untuk mengatas permasalahan mikro
ini, diperlukan beberapa strategi pendekatan
pembangunan perkotaan, antara lain sebagai
berikut.

Pertama, peningkatan pengelolaan
pembangunan perkotaan yang dapat
meningkatkan produktivitas perekonomian
kota. Ddlam upaya ini, perlu ditingkatkan
peran serta dunia usaha dan masyarakat.
Usaha pemerintah dalam pembangurnen
prasarana dan sarana perkotaan perlu lebih
difokuskan sdlain pada kelancaran pelayanan
umum, juga pada pemberian kemudahan-ke-
mudahan kepada sektor dunia usaha dan ma-
syaraka agar dapat menjadi pelaku utama
dalam penyediaan fasllitas peayanan
perkotaan.

Kedua, pemantapan fungs dan peranan
kelembagaan sarta peningkatan kemampuan
keuangan kota. Pemantapan kdembagaan
ditujukan terutama untuk dapat
mengkoordinaskan dan meaksanakan
programprogram pembangunan secara
terintegrad, efisen dan efektif. Kelembagaan
kota perlu ditingkatkan agar mampu
mengatas masalahrmasdah sosd yang khas
di perkotaan seperti kekumuhan, kriminditas,
kenakdan remgja, penggunaan obat terlarang
dan ssbagainya. Upaya itu dan peningkatan
kemandirian kota memerlukan peningkatan
kemampuan keuangan kota, dengan titik berat
pada peningkatan pendapatan daerah, efisensi
penggunaannya, serta pengerahan dana
masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pengaturan penggunaan ruang
perkotaan secara lebih efisen dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Penataan ruang kota harus
diarahkan pada pember dayaan ekonomi rakyat
berdasarkan kemitraan ddam pembangunan
yang dapa menjamin kemakmuran bagi
semua orang. Pembangunan perkotaan tidak
menjadi da untuk memindahkan kemiskinan,
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tetapi justru untuk membangun kesgahteraan
bagi semua. Di samping itu, rencana
pembangunan kota harus mempunyal daya
antisipas tinggi terhadap dinamika perkem-
bangan dan tidak kalah cepat dengan
kebutuhan pembangunan.

Rencana tata ruang kota yang dimaksud
bukanlah rencana tata ruang kota yang
konvensiona seperti rencanainduk kota
(masterplan) pada zaman tahun 50- 60an yang
hanya menetapkan tata guna lahan secara
determinitis untuk jangka waktu yang
panjang. Rencana konvensond itu mengdami
berbaga hambatan ddam pelaksanaannya
disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor yang
berkembang secara dinamis dan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan
perkotaan, tetapi sangat sulit untuk di-
perkirakan untuk jangka waktu yang panjang.

Y ang diperlukan ddam penataan ruang
perkotaan addah suatu rencana yang
mempunya daya antispas tinggi terhadep
per kembangan, operasiona, dan benar-benar
mampu berfungs sebagai instrumen
koordines . Pertama-tama dibutuhkan suatu
vis mengena bentuk dan struktur kota di masa
yang akan datang, misanya 20- 30 tahun
mendatang. Selanjutnya, perlu disusun suatu
rencana tata ruang kota yang memberikan
arahan dan struktur ruang kota untuk jangka
waktu 10- 15 tahun.

Sdainitu, medui penataan ruang kota
dihargpkan dapat diwujudkan mekanisme dan
prosedur yang tepat dan efektif untuk
menjamin dokas penggunaan lahan yang
efisen, baik bagi kepentingan pemerintah,
masyarakat maupun dunia useha, untuk
kepentingan ekonomi maupun sosa. Daam
rangka itu, penataan ruang perkotaan harus
menjamin pula bahwa ruang perkotaan tidak
hanya disediakan bagi golongan yang mampu
s9a, tetapi harus tersedia bagi masyarakat luas,
sehingga penduduk perkotaan baik dari
golongan ekonomi lemah maupun gdongan
ekonomi kuat dapat hidup berdampingan
secaraseras dan kegiatannya secara
bersama-sama menjadi lebih kretif, produktif,
dan sinergis.

Akhirnya, perlu dukungan hukum yang
tegas, jelas, kondsten dan transparan.
Transparans ini penting agar Sistem per aturan
dan perundang-undangan yang mengatur
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pengelolaan pembangunan dan penataan
ruang perkotaan memungkinkan masyarakat

ikut serta melaksanakannya secara tertib dan
ber tanggung jawab, dan terjamin
kepadtiannya.

Pembangunan Per desaan

Keterkaitan antara pembangunan perkotaan
dan perdesaan

Perkembangan daerah perkotaan tidak
terlepas dari perkembangan daerah perdesaan.
Bila diperhatikan proses perkembangan suatu
desamenjadi kota, terlihat jelas bahwa kota
dan desa, atau kawasan perkotaan dan
perdesaan, sding melengkapi dan membentuk
satu sgem yang sding terkait. Di satu pihak,
keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan
terlihat dalam pamenuhan bahan pokok
pangan, fadilitas dan pelayanan dasar,
penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi
dan sumber daya manusia untuk industri serta
kegiatan ekonomi lainnya. Pemenuhan
berbaga kebutuhan tersebut selamaini
cenderung ber langsung dari desa ke kota sgja.
Di pihak lain, daerah perdesaan umumnya
memiliki kondis yang kurang menguntung-
kan dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Keter batasan inilah, yakni ddam hd
penyediaan lapangan pekerjaan, lahan usaha,
serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di
perdesaan, yang mendorong terjadinya
migras ke kotakota.

Sudah saatnya perseps mengena
penanganan permasdahan kota dan desa
diubah. Desatidak dapat lagi dipandang hanya
sebaga wilayah pendukung kehidupan daerah
per kotaen, tetapi sebaiknya, perkembangan
suatu kota atau daerah perkotaan harus pula
mampu meningkatkan perkembangan daerah
per desaan. Oleh karenaiitu, kota atau daerah
perkotaan harus turut meningkatkan
kehidupan sosd dan ekonomi di daerah per-
desaan ddam rangka menjaga momentum
pembangunan daerah perkotaan itu sendiri.
Hubungan timbd bdik yang sding mengur+
tungkan ini merupakan dasar bagi per -
tumbuhan yang seras antara desa dan kota

Pembangunan perkotaan dan
pembangunan perdessan harus diusahakan
sekuat tenaga agar tidak saling merugikan,
melainkan justru harus saling mendukung dan
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sding memper kuat. Penduduk perdesaan yang
cukup besar jumlahnya adaah pasar yang
potensd untuk produk yang dihasilkan dleh
kawasan per kotaan. Sebaiknya, perdesaan
jugamenyediakan input bagi sektor produks
dan konsums perkotaan. Daerah perkotaan
merupakan sumber barang dan jasa untuk
kepentingan produks di daerah perdesaan.
Perkotaan merupakan sumber inovas dan tek-
nologi yang dapat meningkatkan produktivitas
masyarakat perdesaan. Meningkatnya taraf
hidup masyarakat perkotaan di atas
pengorbanan masyarakat desa harus dicegah.
Berkembangnya kesg ahteraan masyarakat
per kotaan harus turut mengangkat martabat
dan kehidupan masyarakat di perdesaan.
Untuk itu perlu dijain kaitan sektor ekonomi
antara daerah perdesaan dan perkotaan
(forward dan backward linkages) yang saing
menguntungkan.

Strategi pembangunan perdesaan

Meskipun pembahasan daam topik ini
dimulai dengan pembangunan perkotaan dan
dilanjutkan dengan keterkaitan pembangunan
perkotaan dan perdesaan, tidak berarti bahwa
pembangunan perdesaan menempati urutan di
bawah pembangunan perkotaan. Tidak juga
berarti bahwa pembangunan perdesaan addah
hasil limpahan dari pembangunan per kotaan,
seperti paradigma “ trickle down”  yang
sekarang sudah usang.

Pendekatan di atas semata-meata
dilakukan atas dasar konsep yang rdlatif baru
daam pembangunan, yaitu pendekatan ke-
wilayahan. Dewasa ini pendekatan
kewilayahan telah menjadi strategi penting
daam pembangunan. Dengan pendekatan
kewilayahan itu, diupayakan untuk
mengoptimakan pemanfaatan sumber daya
daninvestas dengan memanfaatkan ke-
unggulan setigp wilayah serta
mengembangkan produk-produk yang tepat
untuk wilayah itu.

Ddam rangka itu, telah dikendi 111
kawasan anddan yang masing-masing
memiliki komoditas-komoditas unggulan.
Daam stigp kawasan itu ada wilayah
perkotaan dan perdesaan yang satu samalan
harus saling mendukung dan memper kuat,
sertatidak bertolak belakang atau yang satu

mengisap yang lain.
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Namun, pembangunan perdesaan
addah pembangunan perdesaan, dengan sifat
dan cirinyasendiri yang membedakannya dari
daerah perkotaan. Ciri wilayah perkotaan
umumnya addah tingkat kepadatan penduduk
yang tinggi, kegiatan usaha utamanyadi luar
pertanian, dan masyarakatnya umurmnya hete-
rogen, baik dalam ha mata pencaharian,
maupun ddam budaya dan adat istiadat. Di
wilayah perdesaan pada umurmnya kepadatan
penduduknya tidak terldu tinggi, kegiatan
ekonomi utamanya adadah pertanian
(termasuk kehutanan, peternakan, perikanan),
masyarakatnya relaif homogen ddam hd
mata pencaharian maupun budaya dan adat
igtiadat. Tingkat pendgpatan masyarakat kota
pada umumnya reta-ratalebih tinggi
dibanding masyarakat desa, karena kegiatan
ekonominya lebih mgju dan produktivitasnya
tinggi.

Dengan demikian, jeladah bahwa
pembangunan perdesaan harus dilakukan
dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat
dan cirinya, dan tidak dapat disamakan begitu
sgjadengan pembangunan perkotaan
mesKkipun unsur-unsurnya kurang lebih sama

Daam rangka itu, pembangunan
perdesaan harus meliputi empat upaya besar,
yang satu samalain sding berkaitan. Me-
ngermbangkan kegiatan dalam keempat aur
itu harus merupakan strategi pokok
pembangunan perdesaan.

Pertama, memberdayakan ekonomi
masyarakat desa. Dalam upayaini, diperlukan
masukan moda dan bimbingan-bimbingan
seperti teknologi dan pemasaran untuk
memampukan dan memandirikan masyarakat
perdesaan. Contoh upaya di sini addah
program IDT, takesra, dan kukesra, kupedes,
dan lan-lain usaha pada tingkat masyarakat
yang langsung diterima dan dimanfaatkan
oleh masyarakat.

Upaya tersebut adalah dalam rangka
peningkatan kgpasitas masyarakat (capacity
building) dalam perubahan struktur ma:
syarakat perdesaan tradisona ke masyarakat
perdesaan yang maju dan mandiri.
Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaen
harus mengikutsertakan masyarakat meldui
pemupukan moda (capital accumulation)
yang bersumber dari surplus nilai tambah ke
giatan ekonomi masyarakat perdesaan.
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Dengan surplus masyarakat perdesaan yang
terakumulas ini, maka kebutuhan masyarakat
baik untuk kepentingan rumah tangga maupun
kebutuhan umum (publik) dapat secara ber-
tahap dipenuhi sendiri.

Upayaini berkatan erat dengan
penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
Untuk itu selain program-program pendanaan
di atas, berbagai program sektord juga teramat
penting, di antaranya addah program
transmigras yang bagi wilayah-wilayah
perdesaan yang jarang penduduknya sangatlah
dibutuhkan. Untuk wilayah yang kelebihan
tenaga kerja, program ini juga dapat membantu
meringankan beban tekanan kebutuhan
lgpangan pekerjaan dan kepadatan penduduk.

Kedua, ddam jangka yang lebih panjang
meningkatkan kudi tas sumber daya manusia
perdesaan, agar memiliki dasar yang memadai
untuk meningkatkan dan memperkuat produk-
tivitas dan daya saing. Upaya ini s&kurang-
kurangnya harus meliputi tiga agpek, yatu
pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Daam ha pendidikan, dengan program
wajib belgar enam tahun yang didukung oleh
Inpres SD dan berbaga paket belgar, telah
banyak kemgjuan yang diperoleh. Upayaini
harus dilanjutkan, utamanya dengan
meningkatkan wajib belgjar menjadi sembilan
tahun, serta meningkatkan mutu pendidikan
dan pdatihan keterampilan di perdesaan.

Di bidang kesehatan, sistem jaringan
pelayanan kesehatan termasuk keluarga
berencana telah tersusun dengan baik, yakni
dengan tersedianya posyandu dan bidan desa
yang menjangkau pel osok-pelosok desa
sebagal bas's pelayanan kesehatan di wiayah
paling bawah dan langsung sehari-hari me-
nangani pelayanan kesehatan masyarakat,
didukung dengan jaringan puskesmas yang
sekurang-kurangnya ada juga di sdigp
kecamatan, bahkan sebagian besar kecamatan
telah memiliki lebih dari satu, diperkuat oleh
puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.
Di aasitu ada rumah sakit kabupaten dengan
pelayanan kesehatan yang terspesidisas.

Sistem yang tdah tertataiini perlu
ditingkatkan mutunya, serta keanddannya
dengan memperbanyak jumlah dokter dan
paramedik serta memenuhi kebutuhan akan
obat-obatan dan perdatan kesehatan yang
memeadai.
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Upaya peningkatan kuditas gizi
masyarakat terkait dengan pendapatan dan
dayabdi serta pemahaman masyaraat akan
makanan yang seha bergizi, yang harganya
tidak maha dan bahannya tersedia sstempat.
Oleh karena itu, upaya memper baiki taraf
kehidupan melaui pemberdayaan ekonomi
ama erat kaitannya dengan peningkatan gizi
masyarakat. Dengan demikian, diperlukan
penyuluhan gizi dan makanan yang sehat
kepada masyarakat perdesaan.

Upayaini harus dimula dari saet yang
dini untuk mempersigokan generas muda
yang menjadi insan pembangunan masa
depan. Ddam rangkaini program makanan
tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS)
teramat penting nilainya. Program ini diha
rgpkan akan menghasilkan kader-kader
pembangunan yang séhat dan sadar akan
pentingnya gzi dan makanan yang seha. Me
ldui program ini, dikembangkan makanan
dari hasll produksi setempat, sehinggajuga
akan memperkuat ekonomi perdesaan.
Meldui program ini, dapat pula
dikembangkan rasa cinta dan bangga akan
produks rakyat sendiri.

Ketiga, pembangunan prasarana.
Berbaga upayadi atas tidak cukup
bermanfaat bagi masyaraket gpabila mereka
hidup terpencil atau tidak dapat
memanfaatkan secara optimal sumber daya
yang ada di wilayahnya. Untuk itu, diperlukan
prasaana pendukung perdesaan yang
memadai.

Prasarana perhubungan teramat penting
karena sangat menentukan kelancaran arus
pemasaran has| produks setempat serta
barang yang dibutuhkan masyarakat yang
tidak dapat dihesilkannya sendiri.

Tanpa prasarana perhubungan yang
memadai, maka harga komoditas yang
diproduks setempeat akan bernilai rendah
karena biaya pengangkutan yang tinggi untuk
sampai di pasar. Bahkan keedeaen ini juga
akan mengakibatkan menurunnya kuditas ko-
moditi pertanian sgjdan dengan bertambahnya
waktu yang terbuang, sehingga menyebabkan
harga makin rendah. Barang hasil industri
yang dibutuhkan, pada szt tiba di desg,
harganya menjadi lebih tinggi karena biaya
trangportas yang lebih besar. Sebagal
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akibatnya, nila tukar yang diterima petani di
wilayah per desaan akan makin memburuk.

Oleh karenaitu, pembangunan jaringan
transportas perdesaan harudah diutamakan.
Pembangunan jaan, mulal dari jdan arteri,
kolektor, sampai ke jdan desa, harus mendapat
prioritas untuk dibangun. Demikian pula moda
transportas lain untuk wiayah-wilayah yang
amat terpencil dan berkepulauan, seperti ang-
kutan laut dan angkutan udara. Agar wilayah
perdesaan tidak tertingga dari kehidupan
modern dan bisa mengambil manfaat dari
kemgjuan umat manusia, arusinformas juga
harus lancar diperoleh di perdessan. Untuk itu,
jaringan telekomunikas dan penerangan harus
menjangkau wilayah perdesaan.

Berbeda dengan di kota, di wilayah
perdesaan pembangunan prasaranamasih
harus menjadi tanggung jawab yang lebih
besar dari pemerintah. Di kota, pembangunan
prasarana harus lebih banyak diserahkan
kepada swasta, tetapi, untuk wilayah per-
desaan, tanggung jawab itu harus tetap berada
pada pemerintah. Hal ini dissbabkan
produktivitas daerah perdesaan masih rendah
dan investas pembangunan prasarana tidak
dengan cepat memberikan manfaet kepada
penanam modal. Perkecudiannya addah pada
pembangunan prasarana yang dilakukan oleh
usaha-usaha besar yang berlokas di wilayah
perdesaan seperti usaha perkebunan besar dan
kehutanan, atau pertambangan. Perusshaan-
perusahaan ini skala usahanya cukup besar,
sehingga mampu dan harus membiaya sendiri
kebutuhan prasarananya, yang harus dapat
digunakan pula oleh sduruh masyarakat.

Pada dasarnya dengan berbagai
perkecuaian tersebut, investas swasta besar di
wilayah perdesaan harus ditanggapi dengan
hati-hati. Maksudnya addah agar jangan
sampai terjadi kesenjangan antara masyarakat
perdesaan dan industri besar yang pemiliknya
dan bahkan pekerjanya datang dari wilayah
lain. Sedapat mungkin har us diusahakan
bahwa kegiatan ekanomi, termasuk kegiatan
industri di perdesaan, dilakukan dan dimiliki
sendiri oleh masyarakat perdesaan, atau seku-
rang-kurangnya masyarakat desaikut
memilikinya. Dengan demikian, kemgjuan
yang terjadi di wilayah perdesaan senantiasa
identik dengan kemajuan masyarakatnya.
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Daam pembangunan prasarana
perdesaan, kelkutsertaan masyarakat desa
setempat harus diutamakan. Mengontrakkan
pembangunan prasarana perdesaan, seerti
jdan desaatau jembatan desadan iriges desa
kepada kontraktor dari luar dirasa kurang
tepat. Dengan mempercayakan pembangunan
prasarana salerhana itu kepada masyarakat
desa, akan diperoleh berbagal keuntungan,
sdain dimilikinya prasaranaiitu oleh
masyarakat setempat. Pertamatama, dengan
mengefektifkan semangat gatong royong yang
merupakan sdah satu nilal yang mencer -
minkan kepribadian bangsa Indonesia, khu-
susnya masyarakat perdesaan. Selanjutnya,
dengan kegotongroyongan itu, dengan
anggaran yang sama biasanya diperoleh hesl|
yang lebih besar. Dan akhirnya, masyarakat
desa akan memperoleh nilai tambah dari
pengetahuan dan pengdaman ddam mem-
bangun proyek-proyek itu. Dalam hd ini
bimbingan teknis perlu diberikan oleh gparat
teknis yang terdekat dengan masyarakat desa.
Untuk itu, maka LKMD harus diperarkan. Di
sni kita berbicara mengenai penguatan kelem-
bagaan desa.

Keampat, untuk mendukung berbagai
upaya di atas, pembangunan kelembagaan
perdesaan teramat penting pula Lembaga
pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan
desa perlu diperkuat agar pembangunan
perdesaan dapat dilaksanskan secara efektif
dan efisen dengan kewenangan dan tanggung
jawab yang lebih besar pada pemerintah desa
dan masyarakat desaitu sendiri. Aparat desa
harus mampu menampung aspirasi, menggdi
potensi,dan menggerakkan masyarakat untuk
berperan serta ddam pembangunan.

Peran lembaga kemasyarakatan desa
seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD),
dan Lembaga Ketahanan Masyardkat Desa
(LKMD), Pembinaan Kesgahteraan Kduarga
(PKK), Kader Pembangunan Desa (KPD) dan
lan-lain, perlu ditingkatkan agar masyarakat
desa dapat |ebih berpartisipas aktif dalam
pembangunan. Salah satu lembaga ekonomi
yang mampu memberikan kesempatan dan
menumbuhkan prakarsa masyarakat di per-
desaan untuk meningkatkan usaha sesuai de-
ngan kebutuhan, ser ta sekaigus memberikan
pelayanan yang bermanfaat bagi kesgjahteraan
mereka addah koperas. Koperas harus
diperkuat dan dibudayakan dalam kehidupan

www.ginandjar.com

Pembangunan Untuk Rakyat
Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan

ekonomi perdesaan. Sebdum tiba pada
koperas, dapat dikembangkan kelompok-
kelompok masyarakat sebagai badan-badan
pra-koperas seperti yang diterapkan dalam
konsep program IDT . Pembangunan kelemba:
gaan perdesaan ini perlu mendapat perhatian
yang sangat khusus. Oleh karenaiitu, pada
akhirnyadi sini terletak kunci keber hasilan
pembangunan perdesaan.

Pembangunan pertanian adalah
pembangunan perdesaan

Dari uraian di atas diharapkan
pemahaman yang jelas mengenal pem-
bangunan perdesaan yang menyangkut semua
sektor dan harus dilaksanakan secara serempak
dan terarah dan dalam program yang
berdampak besar di semua sektor itu.

Betapapun pentingnya peran sektor-
sektor lain, usasha yang berkaitan dengan
sektor pertanian tetap merupakan bidang usaha
yang paling cocok dan paling seras untuk
wilayah perdesaan. Oleh karena itu,
pembangunan pertanian pada dasarnya harus
dipandang sebaga pembangunan per desaan.

Betgpapun pertanian Indonesia
memasuki abad ke-21 tetap d&an mempunya
peran yang penting dan strategis, terutama da-
lam menciptakan lapangan kerja dan menyerap
angkatan kerja per desaan yang jumlahnya
masih cukup besar, menyediakan bahan baku
bagi industri, menghasilkan atau menghemat
devisa, dan ddam rangka memelihara
swasembada pangan serta dalam menjaga
kelestarian fungd lingkungan hidup. Perlu di-
garishawahi kemantapan swasembada pangan
karena hd ini ber kaitan langsung dengan
kemandirian ekonomi. Swasembada pangan
menentukan bagi stabilitas ekonomi, dan pada
gilirannya juga stabilitas sosd dan palitik.
Akan tetapi, pembangunan pertanian tidak
dapat berhenti hanya pada usaha mengatasi
persoa an pangan.

Bahwa PJP | telah dinyatakan sebagai
eramenuju masyarakat indudtri tidak berarti
sektor pertanian ditinggalkan. Sebdiknya
indudtridisas yang kukuh harus didukung oleh
ketersediaan sumber daya yang memadai dan
merupakan modd pokok bagi pengembangan
daya saing, yakni sumber daya manusia dan
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sumber daya dam, yang dalam sektor
pertanian keter sediaannya sangat memadai.

Bangsalndonesa juga harus mengambil
pelgaran dari pangalaman negaranegaralain.
Uni Soviet addah contoh suatu negara
adikuasa yang telah mengirimkan orang
menjelgiah ruang angkasa, tetapi memberi
prioritas rendah pada sektor per tanian,
sehingga akhirmya mengaami kelangkaan
barang-barang kebutuhan pokok rakyat.
Keedaan itu menyumbang pada keruntuhar+
nya Sebdiknya, Amerika Serikat, Jepang,
negaranegaramau di Eropa dan Audtrdia,
kemguannya dan industridisasinya bertumpu
pada sektor pertanian yang kuet. Begitu juga
Korea Selatan dan Taiwan, sebagal negara
indudtri baru, meletakkan prioritastinggi pada
bidang pertaniannya.

Hadil penditian International Food
Policy Research Institute’ menunjukkan
bahwa gpabila pendapatan petani meningkat,
mereka membd anjakan uangnya untuk
produk-produk nonper tanian dan
meningkatkan kesempaten kerja di sektor lain,
termasuk industri. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa untuk setigp peningkatan US$1.0 dalam
output pertanian di negara berkembang,
keseluruhan ekonomi akan tumbuh sebesar
US$2.32.

Pembangunan pertanian memang
menghadapi berbaga masalah yang mendasar.
Pertamatama, sistem pertanian yang
berkembang sampal saat ini masih belum
mendukung peningkatan daya saing. Sebagian
besar petani Indonesia adadah petani gurem
dengan luas rata ratalahan yang dimiliki
kurang dari 0,5 hektare bahkan sektor
pertanian juga didominas oleh usaha tani
berskala kecil dengan rata-ratalahan seluas
0,9 hektare.® Para petani atau pekerja di

2 James L. Garrett, “ Commentary: Agriculture
Can Give A Helping Hand to Cities”,
IFPRI Report VVal. 18, No. 2, June, 1996.

¥ Meskipun Jonsson, Kéll dan Petterson
menunjukkan bahwa sesunggumya
“...amell farm could be an efficient and
equitable basisfor agricul tural
development ...” . Pandangan ini yang
dissbut mereka“ new orthodoxy”

dikontraskan dengan apayang disebut
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sektor ini pada umumnya berpendidikan
rendah, yaitu sekitar 90 persen maksima
hanya tamat sekolah dasar.

Sistem pertanian (agrarian system)
Indonesia juga sangat bervarias, mula dari
sistem yang masih subsisten, yang dicirikan
oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
dan bergantung pada hasil hutan, sampai pada
sistem yang sudah sangat berorientasi pada
pasar, seperti perusahaan pertanian yang ada
pada perkebunan-perkebunan dan perusahaan
pertanian besar. Dudisme ini sudah menjadi
ciri sstem pertanian di Indonesia sgak zaman
kolonid. Dengan variad yang sangat besar ini
tentunya tidek mudah untuk menyusun satu
konsep mengenal struktur dan perubahan
struktura yang diperlukan untuk meningkatkan
daya saing dan memberdayakan masyarakat
petani serta Sstem agrarisnya. Sistem dan pola
hubungan ini, dengan karakterigtik dan sifa-
sfatnya sudah barang tentu harus diteliti secara
mendalam dan menyeluruh dlam upaya
mengarahkan proses transformas agraris ke
arah yang dikehendaki.

Sdain itu, struktur pertanian Indonesia
masih mengandung unsur-unsur kelemahan
yang mendasar dan melekat pada petani pada
umumnya, yaitu lemahnya kemampuan dari
masyarakat perdesaan dalam teknologi,
informas, dan permodalan sertainsentif.
Dadam hd ini ada satu masdah yang besar,
yaitu harga produk yang dibdi acapkdi terladu
mahd, sebdiknya harga yang diterimaoleh
petani sering kdi terldu rendah. Demikian pula
sarana produks dan kebutuhan petani lainnya
yang harus dibayar oleh petani seringkdli
terldu mahd. Kondis tersebut yang tercermin
pada rendahnya nilai tukar petani, di ssmping
mengurangi insentif berproduks, juga menjadi

“oldorthodoxy” yang berasumsi bahwa
pertanian besar-besaran dengan mekanisas
merupakan prasyarat bagi modernisas
pertanian. Mereka mencontohkan Jepang,
Korea, dan Taiwan (UIf Jonsson, Anu-Mai
K&l dan Ronny Petterson ddam Magnus
Marner dan Thommy Svensson (ed.), The
Transformation of Rural Society inthe
Third World, London: Loutledge, 1991,
him. 64).
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kendaa peningkatan daya saing hasil
pertanian. Ketimpangan tersebut terutama di-
sebabkan oleh sstem tata niaga yang tidak
terldu efisen.

Kondis usaha pertanian serupa itu tentu
tidak mendukung percepatan pengembangan
pertanian apabila tidak dilakukan
pembaharuan dalam struktur internal sektor
pertanian yang disesuaikan dengan
perkembangan sektor di sekitarnya. Sistem
pertanian yang produktif den efisen dengan
komponen iptek dan mangemen yang anda
memerlukan perubahan tradis per tanian secara
kesduruhan. Reformasi sistem pertanian
dengan demikian merupakan suatu keharusan.

Pertanian dengan kebudayaan industrial

Pertanian yang telah dibangun pada PJP
| pada hakikatnya addlah pertanian yang
sebagian besar bersfat adaptif terhadep
lingkungan yang sudah siap. Padi
dikembangkan karena sudah sigp dengan
sawah yang sudah menyatu dengan budaya
masyarakat, khususnya masyar akat Jawa
Rehabilitas perkebunan diadakan untuk
meraih kembdi (merevitalisas) kemampuan
ekspor yang memang sudah ada sgjak zaman
kolonid. Teknologi yang melandas revolus
hijau pada dasarnya add ah teknologi yang
pemakaiannya didasarkan atas kesiapan-
kesigpan di atas. Haslnya sudah jelas, yaitu
produks pangan khususnya padi meningkat
pesat. Dapatkah pendekatan di atas terus
digunakan untuk menjamin kebutuhan pangan
dan komoditas pertanian di masa depan? Atau
lebih jauh lagi untuk meningkatkan peran sek-
tor pertanian daam perekonomian nasiond,
khususnya ddam peningkatan kesgjahteraan
rakya yang berkeadilan sosid?

Dilihat dari ketersediaan sumber daya
yang makin terbatas, tampaknya tidak
mungkin untuk terus-menerus mengeksploitas
sumber daya dengan carayang dipaka sdlama
ini. Untuk mencapai swasembada pangan
sampai akhir RepditaVI sgjadiperlukan
tambahan luas panen padi yang diperkirakan
lebih dari satu juta hektare. Dengan cara
seperti sekarang, tampaknya produktivitas
sektor pertanian - dan berarti pula masyarakat
petani- akan tetap rendah, dan posis tawar-
menawarnya senantiasa ravan. Jawaannya
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mungkin adaah mengembangkan pertanian
secara industrial.

Sudah ada ancang-ancang ke arah itu
karena keberhasilan pertanian sdama PJP |
tidak mungkin terjadi tanpa didukung oleh
penguasaan teknologi budi daya. Dalam upaya
membangun pertanian, di masa depan
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaen
teknologi, sdain dari teknologi budidaya ter-
sebut, perlu ditingkatkan dan diperluas sebaran
teknologinya. Dengan demikian, pada sekitar
tahun 2020-an nanti sumber daya manusia dan
iptek yang meningkat kuditasnya,

jangkauannya, dan penerapamya, akan

menjadi sumber daya utama untuk menjamin
dan meningkatkan mutu proses produks, mutu
produk, kontinuitas suplai dan output, dan
berkembangnya inovas pertanian.

Pembaharuan fungs-fungs pertanian itu,
harus dikembangkan agar sesuai dengan proses
pergeseran mendasar dari masyarakat agraris
menjadi masyarakat industri, dari masyar akat
tradisona menjadi masyarakat modern.

Pertanian yang dilandas oleh
profesiondisme dan kompetens para
pelakunyaitu harudah pertanian yang
bernafaskan industri. Pengertian industri di sini
tidak berarti mendirikan pabrik-pabrik.
Pengertian yang lebih fundamentd addah
membangun sikap menta dan budaya
sebagaimanayang hidup di masyarakat industri
yang pada intinya mempunyai ciri-ciri berikut:
() pengetahuan merupakan landasan utama

ddam pengambilan keputusan (bukan
intuis aau kebiasaan sgja),
(i) kemguan teknologi merupakan instrumen
utama dalam pemanfaatan sumber daya,
(iii) mekanisme pasar merupakan media utama
dalam transaks barang dan jasg,

efidend dan produktivitas sebagai dasar
utamadalam aokas sumber daya, dan
karenaiitu hemat dalam penggunaan
sumber daya,

(iv)

(v) mutu dan keunggulan merupakan
orientas, wacana (discourse), sekdigus
tujuan,

(vi) profesionaisme merupakan karakter yang

menonjol daam setigp karyayang

dihasilkan,
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(vii) perekayasaan harus menggantikan
ketergantungan pada aam, sehingga
setigp produk yang dihasilkan senantiasa
sesua dengan yang dikehendaki daam
mutu, jumlah, bentuk, rasa, dan sfat-sifat
lainnya, dengan ketepatan waktu.

Cirkciri tersebut pada gilirannya akan
mendorong terwujudnya pranata dan Sstem
masyarakat yang dinamis sesuai dengan
tuntutan perkembangan zaman.

Membangun pertanian yang berbasis
industri addah mengembangkan ciri-ciri tadi.

Dasar suatu industri adalah rekayasa
dan pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah setinggi
mungkin. Dengan merekayasa dan
menergpkan teknologi secara tepat, baik
masukannya, prosesnya, maupun
pengenddian kuaitasnya, akan diperoleh
produk yang tepat seperti yang dikehendaki
ddam jenis, jumlah, kuditas, dan waktu.
Sgak awal, produk serupaitu tentunyatelah
diperhitungkan sebagai kehendak pasar atau
konsumen. Bahkan dengan teknologi industri
yang digabungkan dengan teknologi
pemasaran, dikembangkan produk-produk
yang bukan hanya memenuhi pasar yang ada
s9a, tetgpi juga membentuk pasar atau
permintaan yang baru. Adaptas teknologi
yang berkembang dari pengalaman mem-
produks dan pemantauan keinginan serta
selera konsumen, membuat produk-produk
industri menjadi fleksbe den mudah
disesuaikan.” Produk-produk sudah makin

* Pengalaman K orea, misanya, menunjukkan hal
itu dengan jelas. Seperti dikatakan Dr. Bon
Ho Koo, Presden dari Korea Development
Institute, “ Export activity enlarged
technological capability by facilitating
technology transfers and by stimulating
efforts to develop new technadogy. Foreign
buyers contributed to product innovation
by demanding certain characterigtics from
exported product. The transfer of know
how from export buyers contributed to
minor innovationsin the manufacturing
process, which led to gradual
improvements that had great cumulative

effects. Thus the drive to penetrate
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terspesidisas dan metode produks tidak
terikat lagi pada produks massal yang harus
menghasilkan barang yang seragam.

Dadam prosesitulah, industri
memperoleh nilai tambah. Makin tepat
hasiinya memenuhi keinginan konsumen,
makin tinggi nilainya. Oleh karenaitu,
produktivitas dalam industri menjadi lebih
tinggi dibanding sektor pertanian.

Jkakeedaan ini dibiarkan berlarut,
tanpa ada perubahan mendasar dalam sektor
pertanian (business as usual), kesenjangan
antara sektor industri dan pertanian akan
makin melebar. Sektor pertanian seperti
sekarang akan makin terpojok menjadi residu
sgadari kegiatan ekonomi. Produktivitasnya
akan tetap rendah dan akan senantiasa rawan
terhadap fluktuas pasar dan gangguan dam.

Oleh karenaitu, diperlukan pendekatan
indugtri dalam menangani pertanian secara
indugtri. Mungkin ini bukan konsep yang
terlalu baru karena perekayasaan sebagai inti
indudtri juga telah diterapkan dalam bidang
pertanian antara lain di negara-negaraindustri
yang pertaniannya juga maju, seperti Jepang,
Koreg, Tawan. Yang menjadi tema pem:
bahasan ini adalah membuat kebudayaan
industria itu menjadi kebudayaannya
pertanian di Indonesa. Kebudayaan
industria bukan hanya monopoli sektor
industri manufaktur, melainkan dapat dite-
rapkan juga di sektor pertanian. Dengan
sendirinya pengaruh dam masih tetgp akan
ada, tetapi dengan perekayasaan dan
penanganan secara industri dampak
perubahan karena dam sudah dgpat sangat
diminimakan.

Dengan pendekatan ini, maka
kelemahan-kelemahan ddam sistem pertanian
yang tradisiond dapat diperbaiki. Pro-
duktivitas sektor pertanian dapat
ditingkatkan, demikian pula harkat dan
martabat para petaninya. Dengan demikian,
maka eraindudrialisas daam PJP |1 bukan

overseas markets stimulated forts leading
to the gradual upgrading of product
standards’ (Socio cultural factorsin the
Indudrialization of Korea, Inter national
Center for Economic Growth, 1992, him.
16).
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hanya eranya industri manufaktur, tetapi juga
eranya pertanian yang ditangani secara
industri. Dengan demikian, proses
indudtridisas addah juga proses
transformasi yang berlangsung di sektor
pertanian.’

Indudtrialisas Perdesaan

Proses transformasi budayaitu
harudah menjadi penggerak proses
modernisas masyaraket pertanian. Dan
karena pertanian berada di wilayah
perdesaan, proses tersebut juga menjedi
wahana moder nisas perdesaan.

Paradigmaini mempunyai sedikitnya
tiga aspek.

Pertama, kitamemula dengan
mengutamakan manusia dan kelembagaan
perdesaan tempat pertanian itu berada. Arti-
nya, memula dari akar permasdahannya,
yaitu manusia sdhagal pelaku dan sekaigus
sebagai tujuan pembangunan, dan ke-
lembagaan sebagai motor yang
menggerakkan perilaku berbaga maujud
(entities) sosial-ekonomi.

Kedua, menggunakan desa sebagai
wadah kegiatan akan memperluas wawasan
kita dari sektor ke wilayah. Kegiatan sektord
memang penting, tetapi kegiatan sektoral
yang lebih penting lagi addah yang
memberikan kontribus sumbangan kepada
wilayah dan langsung pada masyarakat, yaitu

5 Mengenai tranformad ini, Hettne, misalnya
menyatakan “ The transformation of
traditional agriculture aswell asthe lack
of it has always been a contested issuein
the study of social change and economic
development. ‘... Transformation’ here
means a complete change in a number of
factors, such as organization of
production, ownership of means of
production, including land, labour control,
technology, the choice of crops, linksto the
market, etc”. (Hettne, Bjorn ddam
Magnus Mérner dan Thommy Svensson
(ed.), The Transformation of Rural Society
inthe Third World 1991, him. 44).
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kehidupan masyarakat perdesaan yang
sebagian besar addah petani. Misdnya,
dengan menggunakan desa sebagal bas's, in-
vestas prasarana dan sarana yang menunjang
keper luan pertanian dapat diarahkan secara
terpadu

Ketiga, pendekatan kewilayahan itu
akan memperjelas hubungan kota-desa yang
harus berkembang secara seras dan sding
menunjang, seperti telah diutarakan di ates.

Berdasarkan bahasan tersebut, dapat
dismpulkan bahwa pertanian industri
akhirnya sgaan dengan industridisas
perdesaan dan keterkaitan Sinergis antara desa
dengan kota. Dengan industridisas perdesaan
berkembang cakrawala beru pembangunan
pertanian. Sumber peningkatan produktivitas
per dessan adalah investasi di sektor pertanian
modern yang didukung oleh investad di
bidang sumber daya manusia seperti
pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana
fisik serta prasarana iptek. Peningkatan
produktivitas perdesaan meldui pembangunan
pertanian indudtri itu akan makin didorong
dengan tumbuhnya lembagar-lembaga
perdesaan yang modern, tetapi tetap mengakar
pada masyarakat perdesaan.

Indudtridisasi perdesaan juga
merupakan poros utamadari proses
modernisasi masyarakat perdesaan.
Meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan
masyaraka desa diikuti oleh peningkatan
investas dalam pertanian modern beserta
industri pengolahannya. Pengembangan
kawasan anddan dengan basis perdesaan
sebagal pusat pertumbuhan adternatif akan
menjadikan perdesaan sebaga “kotakota
pertanian”. Perkotaan per tanian ini diharapkan
dapat mengimbangi interaks desakota yang
diharapkan dapat mengurangi tumbuhnya zona
ketidakstabilan masyarakat. Di samping nila
tambah akan meningkat (nilai tambah waktu,
nila tambah bentuk, dan nilai tambah tempat),
industridiisas perdesaan juga akan mencegah
berkembangnya pengangguran terdidik di
perdesaan. Bahkan dapat menjadi pemacu da
yatarik bagi tenagaterdidik untuk berkarya
dan berkiprah di perdesaan.

Dengan indudtridisas, desa akan
memiliki poss tawar-menawar yang lebih
kuat, sehingga dapat memperkuat pula posis
nilai tukarnya. Indudtridisas perdesaan tidak
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berarti segda macam industri bisa berada di
perdesaan. Industridisas perdesaan harus
berpangka pada keunggulan kompartif
setempat, baik sumber daya dam maupun
sumber daya manusianya. Seperti diutarakan
di atas, dalam proses industridisas ini harus
dicegah terjadinya kesenjangan baru di per -
desaan karenaindustri yang disamakan
dengan pendatang. Oleh karenalitu, industri
perdesaan pertama-tama harus berakar pada
masyar&ka perdesaan sendiri, sekurang-
kurangnya harus ikut dimiliki oleh masyarakat
desa. Harus dicegeh terjadinya dienad antara
industri dan masyarakat di perdesaan.

Di pihek lain, keterkaitan industri di
perdesaan dengan industri di perkotaan
penting untuk diperhatikan dalam drategi
indudtridisas. Dengan demikian, masalah
pemasaran hasl industri perdesaan dapat 1ebih
mudah terates.

Teknologi perdesaan

Industri perdesaan harus didukung oleh
teknologi yang tepat dan sesua dengan
kondis dan lingkungan budaya masyar ekat
setempat. Dalam rangka itu, mengembangkan
teknologi untuk mendukung proses
indugtridisas ini menjadi teramat penting.

Teknologi harus diartikan sebagal cara
yang lebih baik dan lebih efisen untuk suatu
kegiatan, sehingga dgpa meningkatkan
produktivitas sesuai dengan tingkat
perkembangan dan daya serap masyarakat.
Teknologi tidak harus yang serba baru yang
bdum terdapat dalam lingkungan masyarakat
setempat, meskipun juga tidak harus sddu
bersfat tradisiona. Teknologi yang berdaya
guna dan berkembang tumbuh addah yang
dapat diserap dengan mudah oleh budaya
masyarakat dan dengan demikian
menciptakan nilai tambah secara berkesinam-

bungan.

Banyak teknologi yang depat
dipergunakan untuk meningkatkan kehidupan
masyarakat perdesaan, terutama yang diarah
kan langsung untuk perbaikan dan
meningkatkan kemampuan masyarakat
perdesaan. Namun, tidak semua teknologi se
sua dengan Situas dan kebutuhan masyarakat
perdesaan. Apa pun teknologi yang
dipergunakan, pilihan utama dietakkan pada
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pemecahan masalah ddam pembangunan yang
sesual bagi masyarakat, sertadaam kerangka
membangun kualitas manusia dan kuditas
masyaraka perdesaan.

Penerapan teknologi perdesaan pertama
tama harus di arahan pada peningkatan
kemampuan daam pengelolaan useha
pertanian masyarakat perdesaan untuk makin
memper lancar keanekaragaman produksi, serta
meningkatkan nilal tambah dan daya saing
komoditas pertanian. Untuk menjamin ke-
sinambungan pembangunan pertanian, usaha
pendlitian dan pengembangan teknol ogi
pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani
perlu diprioritaskan.

Peran teknologi medui berkembangnya
industri manufaktur di perkotaan juga perlu
mempertimbangkan pemanfaat an sumber daya
yang ada di perdesaan. Secara tidak langsung
masyarakat perdessan dan upaya produktifnya
hendaknya dapat turut dalam proses itu,
dengan memasok kebutuhan industri dan
kehidupan perkotaan.

Meskipun merupakan yang paling
penting bagi pembangunan perdesaan, usaha
pertanian bukanlah satu-satunya. Misalnya,
potens lainnya yang dapat dikembangkan
addah pariwisata pada daerah-daerah yang
berpotens dan dapat menjadi penggerak bagi
perdesaan yang berada pada lingkungan po-
tens pariwisatatersebut. Selain itu, ada pula
desa-desa yang basis utamanya bukan semata
mata pertanian tetapi pertambangan. Di Sni
pun perlu dikembangkan industri per desaan
dengan teknologi yang tepat agar masyarakat
desa memperoleh manfaat langsung dari
kegiatan pertambangan yang berlangsung di
wilayah itu. Industri rakyat, seperti industri
kergjinan juga berpotens besar untuk
dikembangkan, dengan teknologi yang tidak
terldu rumit. Dadam ha ini, acapkdi
permasdahan yang paing utama addah
pemasarannya

Untuk itu, seperti telah diuraikan di
muka, sarana dan prasaranateekomunikas
dan trangportasi harus berkembang memada,
sehingga arus informasi, barang dan jasa, serta
manusia dapat berjaan dengan cepat dan
lancar. Desa bukan lagi tempat yang terisolas
tapi menjadi tempat yang menarik untuk di-
huni dan potens ekonominya berkembang.
Sdain itu, penting juga untuk menghilangkan
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citrainformal dari usaha ekonomi yang
berlangsung di perdesaan.

Pendidikan, pelatihan, dan pendlitian, serta
penyuluhan

Mengingat industridlisas merupakan
proses perubahan budaya dari budaya agraris
menjadi budaya industri, makayang
mendasar perlu dikembangkan addah nila-
nilai atau norma yang mencirikan masyarakat
indugtri. Salah satu ha penting yang menjadi
ciri masyarakat industri addah ber se
nyawanya nila-nila iptek dalam kehidupan
masyarakat. Persenyawaan budaya ini sangat
ditentukan oleh tingkat dan kuditas pen-
didikan masyarakat perdessan pada
umumnya. Dengan demikian, akseleras
pendidikan masyarakat perdesaan agar mam-
pu secara efektif menyergp iptek menjadi hd
yang sangat perting. Untuk itu, substans dan
metode pendidikan, ter masuk penyuluhan
pertanian kiranya perlu terus diper baharui.

Persoalan yang harus dicermati dalam
mengembangkan budaya industri addah
bahwa di negara berkembang pada umunmya
proses industrialisas berbeda dengan yang
terjadi di Barat. Di Barat, industridisas
didahului oleh berkembangnya budaya iptek
di masyaraka yang kemudian memunculkan
revaus indugtri. Sedangkan yang terjadi di
dunia berkembang adaah iptek sudah
tersedia tetapi masih bersfat eksternal ter-
hadap kebudayaan masyarakat. Dengan
demikian, tantangan utamanyadi sini addah,
di samping bagamana meningkatkan
kemampuan iptek, juga bagamana
membangun kebudayaan iptek ini secepat
mungkin.

Industridlisas memerlukan
peningkatan mutu tenaga kerja yang
tergambar dalam spesidisad keahlian atau
keteramplan. Dengan demikian, peaihan
tenaga kerjamenjadi hd sangat penting pula.
Dewasaini berbaga bentuk pelatihan tenaga
kerja berlangsung di kota-kota. Untuk
mendukung industridisas perdesaan
diperlukan pula pel atihan-pdaihan tenaga
kerja di perdessan. Sdain pemerintah, dunia
usaha perlu didorong untuk turut serta dalam
pelatihan ini dan sekaligus menyerap tenaga
kerja yang dilaihnya daam usaha pertanian
d perdesaan.
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Ditemukannya teknologi baru, seperti
bioteknologi, baik dalam proses produks
primer maupun dalam tahapan proses produks
selanjutnya ddam berbagai jenis komoditas
memerlukan metode atau pola penyuluhan
yang berbeda dengan yang bersifat tradisiond.
Berkembangnya secara pesat teknologi infor-
mas baik yang melekat dalam proses produks
maupun dalam proses pemasaran serta
persyaratan kuditas lingkungan hidup juga
memerlukan pembaharuan ddam kelembagaen
penyuluhan.

Dengan meningketnya pengetahuan
masyarakat perdesaan dan makin kuatnya
dunia usaha ddam bidang pertanian, maka
terbuka kesempatan yang lebih luas bagi
masyarakat petani dan dunia usaha untuk
bekerja sama secara menguntungkan dalam
pendlitian pertanian.® Artinya, perlu didorong
polakemitraan antara masyarakat serta dunia
usaha dan lembagalembaga penditian
pertanian yang sudah mapan yang dewasa ini
pada umumnya milik pemerintah, dan se-
bagian besar pangkaan ilmiahnya addah
perguruan-perguruan tinggi. Dengan demikian,
peran perguruan-perguruan tinggi juga penting
ddam modernisas perdesaan.

Kelembagaan ekonomi desa

Di atastdah dikemukakan
pembangunan kelembagaan perdesaan sebagai
bagian pokok dadam strategi pembangunan
perdesaan. Antara lain disebutkan bahwa peran
koperas dan lembaga kooperdtif lainnya di
tingkat perdesaan yang perlu dikembangkan
untuk mendorong pengembangan potensi ma:
syarakat per desaan dengan upaya bersama.

Sdanitu, teramat penting pula
membangun lembaga permodaan perdesaan.
Untuk menunjang pembangunan perdesaan
perlu upaya mengembangkan kelembagaan
yang dapat mendorong diran moda ke
perdesaan dan menge olanya untuk me-

® Hasil penelitian menunjukkan bahwainvestas
dalam bidang iptek pertanian memberikan
rate of return sekitar 30 sampai 50 persen
dan bahkan untuk beberapa komoditas
mencgpal hampir 100 persen (Ruttan, V.W.
1995 dalam IFPRI Report VVol. 17, No. 2,
June, 1995).
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ngembangkan potens pertanian perdessan.
Hd ini sangat penting mengingat dewasaini
arus moda mengdir lebih kuat dari desake
kota daripada sebdiknya.

Pertanian bernafaskan industri, atau
industri pertanian, berbeda dengan pertanian
tradisond yang belum begitu memper hatikan
moda sebagai faktor produks utama. Pada
pertanian industri justru tekanannya adadah
pada faktor modal, sdan iptek, yang
menggeser faktor tenaga kerja dan tanah
sebagai faktor produks utama

Kelembagaan ekonomi yang teramet
penting pula addah pasar. Ddam bidang
pertanian, pasar yang monopsonidtis atau oli-
gopsonigtis pada umumnya merupakan ciri
pasar produk komoditas pertanian. Kekuatan
penguasaan pasar yang demikian akan
menekan harga yang diterima oleh petani. Se
beliknya, dominasi serupaitu jugaakan
meningkatkan harga yang dibayar konsumen.
Dengan demikian, petani sebagal penghasil
produk primer menghadapi struktur pasar
yang menekan possinya, dan pada saet yang
bersamaan konsumen juga harus membayar
her gayang lebih tinggi. Keadaan ini perlu di-
pecahkan dalam membangun kehidupan
pertanian dan perdesaan.

Penyempurnaan dan pembaharuan tata
niaga yang tidak merugikan pera petani harus
merupakan agenda yang penting dalam
pembangunan pertanian. Dalam ha ini peran
pemerintah besar. Bukan hanya pasar
domestik yang harus ditata agar tidak bias
terhadap pertanian, tetapi juga keterkaitan
dengan pasar internasiona harus

5. Penataan Ruang
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dikembangkan. Ha ini penting karena dengan
liberdisas dan globdisas perdagangan, pada
akhirnyatidak adalagi pembatasan antara
pasar ddam negeri dan pasar luar negeri. Yang
ada nantinya hanyalah pasar.

Sdah satu faktor keberhasilan Thailand
addah orientas ekspor komoditas
pertaniannya yang telah membangkitkan sis-
tem insentif yang kuat untuk mendorong
aokas sumber daya secara efisen dan
terbentuknya lembaga-lembaga pemasaran
yang juga efisen serta dinamis dalam
mengikuti perkembangan pasar.

Makin disadari bahwa perdagangan
addah landasan yang efisen daam
mengal okasikan sumber daya, dengan melihat
potens pasar secara keseluruhan. Dengan
memulal dari Ss perdagangan, khususnya
ekspor-impor, dapeat juga secara lugas
ditempatkan poss pertanian dalam konteks
kemandirian dan daya saing sekaligus.
Dengan demikian, maka orientas pertanian
akan makin mengarah kepada kecenderungan
pasar, dan tidak lagi kepada memproduks
komoditas tertentu yang menjadi tredis.

Dengan berbagal latar belakang
pemikiran itulah, perlu diletakkan upaya
pembangunan perdesaan. Sasaran pokok pemt
bangunan perdesaan add ah terciptanya kondis
ekonomi rakyat di perdesaan yang kukuh,
mampu tumbuh secara mandiri dan
berkelanjutan, sehingga terwujud masyar akat
per desaan yang sgahtera

Penataan ruang merupakan perangkat kebijaksanaan pembangunan yang dtrategis, baik secara
nasiond maypun pada tingkat daerah. Dalam topik ini, penataan ruang akan dibahas, khususnya
daam konteks pembangunan daerah sebagal bagian integra dari pembangunan nasiond.

Upaya Penataan Ruang

Upaya penataan ruang di Indonesia
telah dimulai sgjak Repdlital dalam berbagal
bentuknya, yaitu dalam penyusunan rencana
garis besar kota dan rencana induk kota,
wilayah pusat per tumbuhan industri, kawasan
industri, tata guna hutan kesgoakatan, dan
sebagainya. Dalam upaya tersebut telah dr
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gungkan berbagai kriteria baik sektord
maupun regiond. Dengan berbagai kriteria
tersebut telah dibuat bermacam rencana tata
ruang, misanya 58 Rencana Garis Besar
Kota, 9 Rencana Induk Kota, Rencana Detil
Taa Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Ciarjur
(Bopunijur), Kawasan Pengembangan Jekarta
- Bogor - Tangaang - Bekas (Jabotabek) dan
Gresik - Bangkdan - Mojokerto - Surabaya -
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Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertasusila),
Kawasan Batam, Kawasan Hutan Lindung
seluas 30 juta hektare, Kawasan Hutan
Konservas Alam sdluas 19 juta hektare, dan
sebagainya. Semua upaya tersebut pada
umumnya bersifat penetapan zona fisk
pemanfaatan ruang untuk berbagai keperluan
usaha.

Sementara itu, penduduk terus
bertambah dan berpindah mengikuti kegiatan
ekonomi dan sosid yang membentuk tata
ruangnya sendiri menurut kepentingannya
medng-masing. Maka berkembanglah
perkampungan di lereng yang terjd, di tengsh
hutan dam, di sekitar hutan mangrove dan
terumbu karang, dan di seputar kota.
Berkembang pula kawasan industri dan
perumahan di tengah-tengah persawahan yang
subur, di atas situs purbakaa, dan di
sepanjang tepi jalan, dan bantaran sungai serta
sempadan pantai.

Kegiatan pembangunan dan gerakan
masyarakat yang makin dinamis
menimbulkan konflik penggunaan lahan yang
makin rumit dan sukar diatas, sehingga
membangkitkan berbagal masalah sosd dan
budaya. Konflik pemanfaetan ruang telah me-
micu keresahan sosid, misdnyadi Bopunjur,
d Bandung Utara, di Bekas, dan di Kedung
Ombo. Namun, harus digkui pula bahwa
pembangunan oleh masyarakat juga telah
menghasl kan pemanfaatan ruang yang lebih
bermutu, ditinjau baik dari segi nilai tambah
maupun |apangan kerja, seperti kawasan per-
kebunan yang produktif, kawasan industri
yang mgu, kawasan peumahan yang bak,
dan kota yang rapih, dan produktif. Berbagai
sektor itu membangun di ddam ruang yang
sama dan masing-masing menurut peraturan
perundangan sektornya. Karena acgpkdi tidak
ada keserasian, makadi lapangan sering ter-
jadi konflik yang makin lama makin tgam
antara berbagal kepentingan.

Konflik pemanfaatan ruang, yang
menyebabkan tidak efisiennya pemanfaatan
ruang, telah merangsang upaya untuk menya
tukan sistem pengelolaan ruang nasiona yang
diharapkan dapat meningkatkan kuditas
ruang, meningkatkan keserasian antara
pemanfaatan ruang dan fungs lingkungan
hidup, meningkatkan keselarasan perkem-
bangan antarkawasan, memper cepat
perkembangan kawasan tertinggd dan
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meningkatkan pamerataan pembangunan
antardaerah dan kawasan, menmper kuat
kesatuan dan persatuan nasona, dan mening-
katkan kesgjahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

Daam semangat itulah, sgak tahun
1992 diberlakukan Undang-undang No. 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang
dirancang untuk memadukan berbagai
pengaturan penaaan ruang yang bersfat
sektoral menjadi suatu kesatuan yang sding
berkait dan memberi tempat bagi keperluan
semua sektor dan semua orang serta
memeihara fungs lingkungan hidup. Daam
Undang-undang No. 24 tentang Penataan
Ruang dirumuskan kawasan budi daya dan
kawasan lindung, serta ketentuan-ketentuan
perencanaan dan penggunaan ruang yang
lebih mgju tidak hanya dari aspek fisk ruang,
tetapi juga agpek ekonomi, sosia, budaya,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan
nesiond.’

7 Semua bentuk penataan ruang tersebut
merupakan hasil penjabaran dari berbagai
peraturan perundangan seperti
Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria, Un
dangundang No. 5 Tahun 1967 tentang
K etentuan-K etentuan Pokok Kehutanan,
dan Undangundang No. 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-K etentuan Pokok
Pengel olaan Lingkungan Hidup. Khusus
untuk penataan ruang daerah perkotaan,
berlaku pula berbagai peraturan
perundangan tentang penaaan kota seperti
Sadsvorming ordonantieatau SVO
(Saatsblad 1948 No. 168), Sadsvorming
verordeningatau SVV (Staatsblad 1949
No. 40), dan ruimtellijke ordening tahun
1951. Di samping itu, berbagai peraturan
perundangan di bidang perikanan laut,
pertambangan, perhubungan, dan
sebagainya telah memberikan kontribus
dalam berbagai bentukan pemanfaatan

ruang yang kita lihat sekarang ini.
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Masalah Pemanfaatan Ruang dalam PJP |

PJP 11 merupakan periode lepaslandas
yang merupakan proses yang
berkesinambungan dengan segdahasiinya
selamaPJP |. Sdama PJP Il, diupayakan
untuk lebih meningkatkan kesgjahteraan
rakyat, baik ditinjau dari segi pendapatan,
pemerataan, penciptaan lapangan kerja,
kuditas penduduk, maupun per tumbuhan
ekonomi.

Kemguan yang akan dihasilkan itu
akan mempunyal dampak terhadap
pemanfaatan ruang. Untuk mengantisipasinya,
harudah dikembangkan pola penataan ruang
yang memungkinkan tercapainya
sasaran-sasaran pokok pembangunan ter sebut
dengan sebaik-baiknya

Selama PJP Il Indonesia akan
mengaami transformasi sosid ekonomi yang
cukup mendasar. Juga akan terjadi proses pe'-
ubahan yang cepat ddam masyarakat, menuju
masyarakat modern. Keterkaitannya dengan
penataan ruang dapat diuraikan sebagai
berikut.

Pertama, Indonesia sedang mengalami
masa transformasi ekonomi dan demogr afi,
yang mengarah kepada kenhidupan di
perkotaan. Jumlah penduduk pada akhir PJP
Il diperkirakan akan mencapai sekitar 260 juta
orang dengan asums bahwa lgju pertumbuhan
penduduk dapat diturunkan dari 1,7 persen
pada tahun 1992 menjadi kurang dari 0,9
persen pada akhir PJP I1. Penduduk perkotaan
akan berjumlah sekitar 155 juta, atau hanpir
60 persen dari jumlah penduduk. Indonesia
merupakan salah satu negara dengan tingkat
lgiu pertumbuhan penduduk per kotaan
tertinggi di dunia

Di daerah yang mengdami
pertumbuhan ekonomi dan perduduk yang
pesat seperti daerah perkotaan, konflik pe
manfaatan ruang akan makin banyak. Masdah
itu bukan hanya masdah pemanfaatan tanah
permukaan seperti yang telah kita ketahui,
tetapi akan merebak dan meuas ke
pemanfaatan ruang d bawah tanah dan udara
di atasnya. Pembangunan jaan kereta di ba-
wah tanah (subway) dan jaan kereta layang
(skyway) akan memerlukan pengaturan
pemanfaatan ruang yang lebih canggih.
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Sementara itu, dagrah perdesaan juga
terus berkembang. Dengan adanya
pembangunan sumber daya manusia, per desa
an akan meningkat kuditasnya, demikian pula
produktivitasnya. Jumlah warga masyarakat
yang bekerja di sektor per tanian akan ber-
kurang. Industri di perdesaan yang umumnya
addah agroindustri juga berkembang,
sehingga nilai tambah yang dinikmati ma:
syarakat perdessan meningkat. Demikian pula
pendapatanmya.

Daerah perdesaan yang semula
merupakan daerah pertanian yang subur
penghasil bahan makanan bagi sduruh ma
syardat, mulai digunakan pula untuk
menampung kegiaan-kegiatan industri dan
pembangunan perumahan untuk orang yang
bekerja di kota-kota.

Konflik antara pemanfaatan ruang
untuk sawah beririgas teknis dengan
pemanfaatan ruang yang sama untuk industri
dan perumahan makin tgjam di daerah sekitar
perkotaan dan di sduruh Jawadan Bdi.

Masdah konvers lahan sawah
beririgas teknis menjadi |ahan nonpertanian
tersebut amat nyata di Pulau Jawa yang meng-
hasilkan 60 persen dari seluruh produks beras
di Indonesia dan berpenduduk sekitar 60
persen dari seluruh penduduk Indonesia
Ditinjau dari segi nilai tambah pemanfaatan
ruang, masyarakat memilih menggunakan
ruang tersebut untuk kegiatan yang meng-
hasilkan nilai tambah yang besar dan cepat,
dan untuk itu mengkonvers sawah menjadi
kawasan industri dan permukiman. Namun,
dilihat dari segi keamanan penyediaan bahan
makanan utama beras, ditambah lagi dengan
pertimbangan investas yang telah ditanamkan
yang acgpkai dengan mempergunakan dana
pinjaman luar negeri, pemerintah dan
measyarakat |uas memilih mempertahankan
lahan sawah beririgas teknis dan me:
ngarahkan kegiatan nonteknis keluar dari
daerah persawahan.

Daam proses transformas itu, harus
dijaga agar daya dukung dam dan lingkungan
dapat senantiasa menunjang kehidupan dan
pembangunan yang berkesinambungan.
Sumber daya dam akan makin terbatas,
padahd kebutuhannya akan terus meningkat,
misalnya tanah, air, dan energi. Karenaiitu,
aspek lingkungan dan keterbatasan sumber
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daya dam harus diperhitungkan secara cermat
ddam prosesindudtridisas yang sekarang
sedang terjadi.

Masalah penataan ruang di bawah
permukaan bumi, di angkasa dan di lautan
masih belum banyak diketahui meskipun
sudah banyak masdah yang timbul. Konflik
ddam pemarfaaan laut (a body of seawater)
dari segi perikanan laut sudah marak ter utama
di perairan pantai. Di banyak tempat seperti
Sdat Mdaka, Sda Karimata, Laut Jawa,
Sdat Makassar, dan Laut Banda, konflik
pemanfaatan ruang laut telah menimbulkan
bentrokan fisk antarnelayan, dan antara
nelayan tradisond dan nelayan modern.
Konflik internasond dapat pulaterjadi di
sebelah utara Natuna, Laut Cina Sdatan, dan
Celah Timor. Di samping itu, penangkgpan
ikan yang kurang bertanggung jawab, seperti
dengan menggunakan dinamit, telah
mengganggu bahkan merusak ekosistem
kelautan. Terumbu karang, taman-taman laut
yang indah yang merupakan potens
pariwisata, terancam dengan kerusakan yang
aulit diperbaiki.

Berbicaramengena perencanaan tata
ruang, kitatidak dapat hanya berbicara
mengenai perencanaan fisik, tetapi juga harus
memperhaikan sis sosid dan budaya karena
perencanaan tidak dilakukan dalam ruang
hampa Ddam pembangunan perkotaan,
agpek soda budaya dan sosd poalitik,
misanya, berperan amat besar dan
mempengaruhi kegiatan dan proses pe-
rencanaan fisik. Oleh karenaitu, harus
diupayakan memadukan secara sgas semua
agpek itu dalam suatu pola perencanaan yang
utuh.

Ddam rangkaini, sungguh teramat
penting peran penataan ruang, yang
menampung semua aspek kehidupan masya
rakat, dalam mengatur pemanfastan ruang itu
bagi kehidupan dan kegiatan ekonomi, yang
mendukung keberlanjutan permbangunan
karena penggunaan ruang yang efisen dan
efektif dan menjamin tersedianya daya
dukung dam yang ledtari.

Kedua, proses transformas dalam
PJP Il berjalan dalam lingkungan dunia
yang juga sedang mengalami proses per-
ubahan dalam globalisas . Proses perubahan
ini dipacu oleh perkembangan teknologi yang
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pesat, terutama di bidang informas,
komunikas, dan transportasi. Dewasaini
sedang terjadi prosestransformas struktural
dalam sisem perekonomian dunia dengan
arus yang kuat menuju ke arah makin bebas-
nya diran sumber daya, medui investas dan
per dagangan, serta persebaran teknologi.
Produksi sudah makin menggloba seperti
jugamoda dan teknologi. Perubahan-per-
ubahan yang cepat terjadi dalam teknologi
menyebabkan produk, baik barang maupun
jasa, menjadi cepat usang. Dengan makin
meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup,
produk yang digunakan manusiamakin
tergpesialisas, dan produks massal dengan
biaya yang murah, secara bertahap digantikan
oleh produk - produk yang berkudlitas, yang
dimungkinkan oleh tingkat kemakmuran yang
meakin tinggi. Teknologi juga memungkinkan
produk yang berkuditas dihasilkan dengan
biaya yang lebih murah. Daam keadaan
tersebut, batasan ruang secarafisk ddam
suatu negaramenjadi kurang berarti.

Kemguan yang telah dicapal, terutama
sebaga hadil penergpan teknologi, telah
berdampak pada pemanfaatan ruang secara
umum. Ha ini dapet dilihat dari makin
tersebarnya kegiatan-kegiatan perkotaan
karena telah didukung oleh teknologi ko-
munikas dan transportas. Kegiatan-kegiatan
ter sebut berkembang menjadi kegiatan “tanpa
pijakan” (footloose), yang dapat berlokas di
mana sgja. Atau, dengan kamgjuan teknologi,
penduduk tidak perlu melakukan pergerakan
dari satu tempat ke tempat lainnya karena
berbaga kegiatan dapat dilakukan meldui
komunikas jarak jauh, seperti yang terjadi di
Cdlifaornia, tempat orang telah mulai bekerja
di rumah dan memanfaetkan teknologi
informas dan komunikas yang canggih.
Perkembangan serupaini dapat mendorong
proses desentraisas yang selenjutnya akan
mempengaruhi dokas kegiatan ekonomi
dalam ruang.

Para pengelola pembangunan yang
akan menggunakan ruang, harudah memiliki
wawasan globd ini, sehingga has| pem:
bangunan dan pemanfaatan ruang mempunya
daur hidup yang panjang.

Ketiga, sektor swasta akan berperan
makin besar dalam kegiatan pembangunan.
Selamaini swasta sudah menyediakan 70
persen dari seluruh investasi. Kecenderungan
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ini akan terus berlanjut. Banyak kegiatan yang
sdlamaini dilakukan oleh pemerintah telah
dilaksanakan oleh swasta. Misanya, di bidang
prasaana, swasta telah membangun jaan tol
dan jaringan tdekomunikas, jaringan
keligrikan, pdabuhan, bandar udara, kereta
api, ar bersih, rumah sakit dan sekdah-se
kolah, terutama di dagrah-daerah yang tinggi
tingkat pertumbuhan dan taraf pendapatamya.
Swadta akan berperan |ebih besar ddam mem:
berikan peayanan kesehatan dan pendidikan
yang baik.

Dengan demikian, pemerintah dapat
lebih memberikan perhatian ke
wilayahwilayah yang tertinggd dan
membangun jaringan prasaranayang hanya
dapat dilakukan oleh pemerintah dan tidak
ekonomis dilakukan swasta. Peran swasta
ddam pemarfaatan ruang akan menjadi amat
dominan, dan gpabila pengelolaan
pembangunan kurang waspada akan terbawa
oleh kepentingan swasta yang pada umumnya
kurang responsf ter hadap kebutuhan
golongan masyarakat yang lemah.

Keempat, proses desentralisasi dalam
rangka menegakkan otonomi daerah.
Indonesia adalah negara yang besar, baik luas
wilayahnya maupun jumlah penduduknya
Seperti telah diuraikan pada topik sebdumini,
pengelolaan pemerintah secaraterpusat tidak
praktis dan tidak mungkin dilakukan secara
efisen dan efektif. Masyarakat Indonesiajuga
sangat beranekaragam, baik kebudayaannya
maupun kehidupan sosid ekonominya. Oleh
karenaiitu, diupayakan untuk mengembang-
kan otonomi daerah yang titik beratnya pada
dati |1. Dengan otonomi daerah, diharapkan
juga untuk dapat menumbuhkan partispasi
masyareka yang makin aktif dengan
merangsang prakarsanya daam penataan
ruang daeranya.

Desentrdisad, selain memberikan hak
kepada daerah juga membawa kewgjiban.
Kedua aspek ini harus dapat diseraskan, dan
untuk itu, secara sungguh-sungguh rerus
dikendi sdluruh paens dan sumber daya
yang ada di daerah, disertal peluang-pduang
dan kendda-kendda dalam pengembangan
nya. Kemampuan memanfaatkan potens
daerah sebagal sumber pembiayaen
pembangunan daerah amat penting dalam
mengefektifkan desentrdisas bagi
kepentingan daerah dan masyarakatnya,
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terutama dalam meningkatkan kuditas ruang
yang dikuasainya bagi sebesar-besar kemak-
muran rakyat.

Kelima, peran serta masyarakat dalam
pembangunan dan kehidupan bangsa akan
makin meningkat. Masyarakat Indonesia
akan makin terbuka, makin berpendidikan dan
makin tinggi kesadarannya. Dengan
demikian, juga makin tanggap dan kritis
terhadap segala hd yang menyangkut
kehidupannya. Ddam masyarakat yang makin
maju dan makin madern, rakyat tidak puas
dengan hanya mendengarkan dan melak sana-
kan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan
nasibnya sendiri. Oleh karenalitu, upaya
pembangunan harus memper hatikan secara
sungguh-sungguh apa kehendak rakyat,
bahkan harus merangsang masyarakat untuk
ikut memikirkan masalah-masdah pemba-
ngunan yang dihadapi dan turut memecah-
kannya. Partispas masyar&kat yang akiif,
akan lebih menumbuhkan potens dagrah, se-
hingga dapat mempercepat proses per-
tumbuhan di dagrah. Oleh karenaitu, parti-
Spas masyarakat yang meningkat juga di-
butuhkan ddam pembangunan agar
pembangunan dapat memberikan hasil yang
sHuas-luasnya dan seoptimanya Upaya
meningkatkan peran sertamasyarakat itu
perlu dibarengi pula dengan peningkatan
efisens dan produktivitasnya.

Daam menyusun rencana dan program
penataan ruang, kesadaran masyarakat perlu
digugah dan prakarsa serta partisipasinya
perlu didorong dan dikembangkan.
Pemahaman mengenai penataan ruang serta
perlunya menata ruang merupakan hal yang
penting bagi masyarakat dalam rangka
pengenddian pemanfaatan ruang. Apabila
mereka memahaminya, maka mereka lebih
mudah berpartispad ddam pengenddiannya

Keenam, pembangunan yang
berkelanjutan. Pola pembangunan
berkelanjutan harus dikembangkan, karena
akan menjamin biaya sosd yang rendah,
menjamin manfaat yang maksima dan
berkdanjutan, menjamin estafet
pembangunan yang makin beranekaragam,
secara terus-menerus. Ada dua persyaraan
yang secara umum dapat disebutkan, yaitu (1)
kesesuaian sid budaya dan sosid ekonomi,
dan (2) kesesuaian ekologis.
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Pembangunan yang sesuai dengan
kondis sosd budaya dan sosid ekonomi
masyarakat sekitarnya akan memberi marfaat
yang maksmd bagi masyarakat, dan dengan
demikian masyarakat akan mampu
memeliharanya. Pola pembangunan yang
sesua dengan kondis ekologis akan
mengikuti kecenderungan siklus damiah dan
akan mendagpat hambatan minimum secara
damiah, sehingga mudah dan murah meme-
liharanya serta meningkatkan kemampuan
ekosistem untuk mengadopsinya sebaga
bagiannyayang terpisahkan. Pengalaman
memberikan pelajar an bahwa sesungguhnya
ekosistemn itu mampu memelihara dirinya
sendiri asal tidak dirusak oleh manusia
sendiri, begitu juga dengan Sstem sosid
ekonomi.

Untuk menjawab tantangantantangan
dan memecahkan masalah-masalah tersebut di
atas, diperlukan suatu konsep penataan ruang
yang menjamin keberlanjutan serta mengacu
kepada pemberdayaan masyarakat.

Konseps Penataan Ruang

Bila ditdusuri secara teoretis, salah satu
faktor yang menentukan perilaku ekonomi
individud - yang terwujud antara lain dallam
pemilihan lokes kegiatan meldui mekanisme
pasx - adalah asas manfaat yang mengacu
pada gagasan bahwa peruntukkan sumber
daya lahan herus mengarah pada penggunaan
yang sebaik mungkin, yang berpusat pada
kepentingan manusia. Oleh karenaiitu, bentuk
pola tata guna lahan yang bertentangan de-
ngan kepentingan pemeliharaan keserasan
dengan dam, seperti pengorbanan lingkungan
hidup yang merugikan aspek fisk biologis
pada gilirannya juga akan merugikan tingkat
kesgahteraan masyarakat. Ddam kerangka
pemikiran yang berasaskan manfaat tersebui,
efisens merupakan landasan dasar tujuan
dokas lahan yang dilakukan meldui
mekanisme pasar.

Bahkan menurut Johnson (1976)
banyak negara berkembang mengabaikan
konsekuens spadd daam kegiatan investas
yang dilakukan. Menurutnya, tujuan utama
dari perencanaan addah meningkatkan jumlah
investas yang ditujukan untuk sektor-sektor
produktif dalam suatu negara. Akan tetapi, hd
itu tidak hanya cukup diwujudkan dengan
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mengalokasikan investas pada sektor-sektor
dimaksud ataupun dengan mendistribusikan
pendanaan untuk infrastruktur. Ha yang
Iebih penting lagi adalah mempertimbangkan
secara cermat lokas geogrefis tempat inves-
tad tersebut akan dikembangkan. Strategi pe
nataan ruang harus berupa rumusan yang
lebih daripada sekadar komponen dari
kesdluruhan gtrategi dalam penbangunen
ekonomi.

Meningkatnya berbagai permesalahan
baik sosid, ekonomi, maupun fisk berkaitan
dengan pertumbuhan yang pesat dari wilayah
metropolitan, dan bersamaan dengan makin
memburuk nya kemiskinan di perdesaan. Hal
itu mendorong perencana dan pembuat
keputusan mencari pendekatan baru dan untuk
penataan ruang, seperti melaui
pengembangan kota-kota baru, dan
mengarahkan industri berlokas di kawasan
yang diperuntukkan bagi industri,
mengamankan kawasan-kawasan sawah
produktif dan atau beririgas teknis, meng-
amarkan kawasan-kawasan berfungs
lindung, sehingga terwujud struktur ruang
yang sesual dengan rencana tata ruang yang
sekaigus mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan (Rondinelli, 1976).

Berry (1973) mengidentifikasikan
empa mode dalam perencanaan perkotaan
yang prindp-pring pnya dapat pula ditergpkan
dalam perencanaan secara umum, yaitu
ameliorative-problem-solving form, allocative
trend-modifying, exploitive opportuni-
ty-seeking dan normative goal-oriented
planning. Yang banyak ditemui adalah model
amdiorative problemsolving form, yang di-
susun berdasarkan permasa ahan yang ada
serta cenderung hanya berorientas pada
jangka pendek. Allocative trend-modifying
lebih berorientas pada masa depan dan di-
susun berdasarkan kecenderungan saet ini
untuk mengantisipas permasa ahart
permasdahan yang muncul pada masayang
akan datang. Modd exploitive opportuni -
ty-seeking sama sekdi tidak mengidentifikas-
permasd ahan pada masa mendatang, tetapi
langsung melihat pduang-pduang baru yang
muncul. Ddam modd ini, baik masyarakat
maupun swastamenjadi pelaku utama daam
sektor-sektor ekonomi, selain itu pendekatan
ini cenderung ber tujuan untuk
memaksmakan keuntungan dengan sedikit
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sekai memper hatikan masa depan. Adapun
modd normative goal-oriented planning
cenderung berorientad pada masa depan dan
mengdentifikas tujuan-tujuan jangka panjang
yang ditetgpkan oleh negara

Pada kenyataannya, kebijaksanaan
perencanaan yang ditergpkan di hampir sesmua
negara merupakan penggabungan dari mo-
dd-model tersebut. Normative model
kemungkinan digunakan pada negaranegara
yang cenderung menergpkan sentraisas.

Dasar -dasar itulah yang menjadi
landasan bagi perumusan mengenal penataan
ruang yang meliputi perencanaan, peman-
faatan, dan pengendaian pemanfaatan, yang
tidak terlepas dari pekembangan
kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan fokus
pada kepentingan masyarakat Iuas dan bukan
pada kepentingan investor besar semata

Pengertian Penataan Ruang

Pada dasarnya, penataan ruang
bertujuan agar pemafaatan ruang yang
berwawasan lingkungan, pengaturan
pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan
budi daya dapet terlaksana, dan pemanfaatan
ruang yang berkuditas dapat tercapai. Upaya
penataan ruang ini juga dlakukan untuk men
ciptakan pembangunan yang berkelanjutan
daam kaitan dengan per tumbuhan ekonomi
dan pemerataannya.

Penataan ruang secara umum memiliki
pengertian sebagal suatu proses yang meliputi
proses perencanaan, pelaksanaan aau
pemanfaatan tata ruang, dan pengendaian
pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang
harus terkait satu samalain. Jadi di ddlam
penataan ruang terkandung berbagai
pengertian mengena tata ruang yang
komprehensif.

Tata ruang mengandung arti penataan
segda sesuatu yang beradadi dalam ruang
sebaga wadah penye enggara kehidupan. Tata
ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan
fisk yang mempunyai hubungan organi-
satorigfungsiona antaraberbagal macam
objek dan manusiayang terpisah daam
ruang-ruang ter tentu (Rapoport, 1980).

Di ddam tata ruang tercakup digtribus
tindakan manusia dan kegiatannya untuk
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mencapal tujuan sebagaimanayang di-
rumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal
ini, menurut Wetzling (1978), merupakan
jabaran dari suatu produk perencanaan fisik.
Dengan perkataan lain, tinjauan pengertian
struktur ruang harus tetap mengacu kepada
suatu wawasan yang lebih luas.

Konsep tata ruang ini, menurut Foley
(1964), tidak hanya menyangkut suatu
wawasan yang disebut sebagal wawasan spa
sd, tetgpi menyangkut pula aspek-aspek
nonspasid atau agpasd. Ha ini didasarkan
pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat
ditentukan dan dipengaruhi pulaoleh
faktor-faktor nonfisk seperti organisas
fungsond, pola sosid budaya, dan nila ke-
hidupan komunitas (Wheaton, 1974 dan
Porteous, 1977).

Berdasarkan konsepsi penataan ruang
tersebut, maka di dalam Undang-undang No.
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
disebutkan secara lebih spesifik bahwa
penataan ruang adalah suatu upaya untuk
mewujudkan tata ruang yang terencana, de-
ngan memperhatikan keadaan lingkungan
aam, lingkungan buatan, lingkungan sosid,
interaks antarlingkungan, tahapan dan
pengel olaan pembangunan, serta pembinaan
kemampuan kdembagaan dan sumber daya
manusia yang ada dan tersedia, dengan sdalu
mendasar kan pada kesatuan wilayah nasiond
dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat, memelihara lingkungan hidup
dan diarahkan untuk mendukung upaya
pertahanan keamanan.

Komponen Penataan Ruang

Struktur ruang pada hakikatnya
merupakan hasil dari suatu proses yang
mengal okasikan objek-objek fisk dan
aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah.
Wawasan sstem tata ruang ini ber dasarkan
pada kerangka konseptua yang diformulas-
kan oleh bebergpa pakar seperti Kevin Lynch
dan Llyod Rodwin (1958), Dondd Foley
(1964), Stuart Chapin (1965), Mevin M.
Webber (1967), dan Peter Hdl (1970) yang
semuanya menekankan adanyakaitan antara
tiga proses yang saing bergantung.
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Pertama, proses yang menga okaskan
aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan
hubungan fungsional tertentu.

Kedua, proses pengadaan atau
ketersediaan fisik yang merjawab kebutuhan
akan ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat
bekerja, tempat tinggd, transportas dan
komunikas. Proses ini, yakni pengadaan
bangunan jaan, prasarana umum dan sebagai-
nya, akan merupakan faktor pendukung bagi
proses pengdokasian aktivitas yang dissbut
pada pertama. Ddam hd ini, proses pengdo-
kasian aktivitas ekan ditentukan oleh keter-
sediaan sumber daya dam dan buatan, serta
kondis fisk di wilayah tersebut.

Ketiga, ddlam proses pengadaan dan
penga okasian tatanan ruang, kaitan antara
bagian-bagian permukaan bumi, tempat ber-
bagal aktivitas dilakukan dengan bagian atas
ruang (angkasa) serta ke bagian ddam yang
mengandung berbagai sumber daya perlu
dilihat dalam wawasan yang integrétif.

Jadi berfungsinya suatu tatanan ruang
akan sangat ditentukan oleh
komponen-komponen pembentuknya yang
merupakan perwujudan tatanan aktivitas.
Dengan keta lain, penataan ruang merupakan
proses penga okasian aktivitas atau kegiatan
yang pada dasarnya merupakan penjabaran
perkembangan ekonomi dan sosid.

Hierarki Penataan Ruang

Langkah awa penataan ruang addah
penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata
ruang diperlukan untuk mewujuckan teta
ruang yang memungkinkan semua
kepentingan manuda dapat terpenuhi secara
optimd. Rencana tata ruang, oleh sebab itu,
merupakan bagian yang penting dalam proses
pembangunan, bahkan merupakan persyaratan
untuk dilaksanakannya pembangunan, baik
bagi daerah-daerah yang sudah tinggi
intendtas kegiatannya maupun bagi
daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan
berkembang.

Rencana tata ruang diperlukan mulai
dari tingka nesiona, proping dan kabupaten
sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan
kebutuhannya.
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Pada tingkat nasiond, diperlukan
arahan-arahan yang strategis daam
pemanfaatan ruang wilayah nasiona. Rencana
Taa Ruang Wilayah Nasiond (RTRW
Nasiond) ini merupakan penjabaran secara
keruangan arah pembangunan nasond jangka
panjang dan merupakan acuan dalam
penyusunan program-program pembangunan
nasiond jangka menengah dan jangka pen
dek. RTRW Nasiond juga merupakan
kebijaksanaan pemerintah yang menetgpkan
rencana struktur dan pola pemanfaaten ruang
nasiond beserta kriteria dan pola penanganan
kawasan yang dilindungi, kawasan budi daya
dan, kawasan lainnya.

Pada wilayah daerah tingkat |,
diperlukan rencana struktur tata ruang yang
merupakan arahan kebijaksanaan pemanfaat-
an ruang untuk daerah tingkat | (rencanatata
ruang wilayah proping dti 1). RTRW
proping deti | merupakan penjaberan strategi
dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah nasiond ke ddam drategi dan
struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi
dati |. RTRW proping dati | adaah kebijak-
sanaan yang memberikan arahan tata ruang
untuk kawasan dan wilayah ddam skda
proping yang akan diprioritaskan pengem-
bangannya dalam jangka waktu sesuai dengan
rencana tata ruang. Kehijaksanaan itu meiputi
kebijaksanaan-kebijaksanaan pengelolaan ka
wasan lindung, pengelolaan dan pengem+
bangan kawasan budi daya yang meliputi
arahan pengembangan kawasan-kawasan budi
daya, sistem pusat-pusat permukiman
perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana
wilayah, dan kebijaksanaan untuk pengem-
bangan wilayah-wilayah yang diprioritaskan.
RTRW proping dti | ini perlu dilengkapi
dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pendukung agar dapat dioperasionakan,
antara lain kebijaksanaan penggunaan tanah,
prosedur perijinan dan lain-lan. Aspek penge:
lolaan ini penting karena tanpa ada arahan
yang jelas, rencana tata ruang akan tetap
menjadi rencana. Di antara propinsi-proping
sepulau juga perlu disusun rencana tata ruang
pulau, seperti untuk Pulau Jawa dan Bdi,
Sumatra, Kdimantan, Sulawes, dan pulau
pulau lain di KTI yang maksudnya addah
untuk mengintegrasikan rencana pemarfaatan
ruang secara fungsiond terutamadi kawasan
yang berbaasan, misanya antaralain sistem
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jaringan jdan, kawasan lindung, dan kawasan
budi daya.

Pada wilayah daerah tingkat 11, dikena
rencanatata ruang wilayah kabupaten/kota
madya dati 11 yang merupakan penjabaran
RTRW proping dati | ke ddam strategi
pelaksanaan pemarfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota madya dati I1. RTRW
kabupaten/kota madya dati |1 adalah kebijak-
sanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan
yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta
wilayah yang diprioritaskan pengem:
bangannya dalam jangka waktu perencanaan.
Unsur-unsur RTRW kabupaenvkota madya
dati 11 sama dengan yang ada pada wilayah
deerah tingkat |, dengan tingkat kedalaman
yang lebih besar. Pemarfaatan ruang yang
dikehendaki sudah lebih jelas batas-batasnya.
Sdain itu, Sstem prasarana transportad,
telekomunikas, energi, pengairan dan
pengelolaan lingkungan, penatagunaan air,
penatagunaan tanah, penatagunaan udara, juga
sudah lebih terperinci dan merupakan satu
kesatuan ddam RTRW kabupaten/kota madya
dati 11.

Sdanjutnya, pada kawasan-kawasan di
bawah wilayah dagrah tingkat |1 serta
kawasan-kawasan yang diprioritaskan pem-
bangunannya, diperlukan rencana detail tata
ruang. Kawasan-kawasan tersebut antara lain
kawasan permukiman (kota dan desa),
kawasan industri, kawasan pertambangan, dan
kawasan wisata. Rencana detall ini
dipergunakan antaralain sebagai acten untuk
menerbitkan izin mendirikan banguren.

Rencana bagi kawasan-kawasan
tertentu disusun, baik pada tataran nasiond,
proping dati | maupun kabupaten/kota madya
dati 11, seperti misalnya kawasan perbatasan
antarnegara, kawasan perbatasan
antarproping, kawasan-kawasan yang ber-
kembang dengan cepat (Jabotabek,
Gerbangkertasusila, dan sebagainya),
Kawasan pantai utar a Jekarta, Kawasan
Sagitiga Pertumbuhan, dan sebagainya.
Rencana-rencanayang telah disusun ini
merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang
dan juga ddam pengenddian pemanfaatan
ruang.

Upaya penataan ruang selamaini
menghadapi berbagai hambatan, antaralain
karena data dan informas yang kurang
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lengkap, termasuk ketidakseragaman peta
dasar yang digunakan dalam penataan ruang;
kemampuan sumber daya manusia yang
masih terbatas terutama di daerah; kurangnya
koordinas antarpihak yang terlibat dalam
penyusunan rencana tata ruang; masih
banyaknya pihak yang berkepentingan daam
penaaan ruang yang belum memahami secara
benar mengenal penataan ruang; dan kurang
trangparannya penataan ruang dan kebijak-
Sanaan penggunaan lahan pada masa lau.
Ddam penataan ruang di masa depan
masalah-masdah ini harus dapat diatas agar
dihasilkan rencanarencana tata ruang yang
baik dan berkuditas.

Pendekatan Operasional Penataan Ruang

Penataan ruang harus menghasilkan
rencana tata ruang yang mempunya daya
antispas tinggi terhadap perkembangan dan
tidak kalah cepat dengan kebutuhan
pembangunan, di samping itu juga harus
bersfat redigtis operasona dan bener -benar
mampu berfungs sebagal instrumen koor -
dinas bagi program-program pembangunan
dari berbagal sumber pendanaan.

Rencanatata ruang hendaknya tidak
hanya dilihat sebagal aspek prosedurd dalam
penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga
sebagal kegiatan yang dapat menunjang
tercapainya sasar an-sasaran pembangunan itu
sendiri, dengan mewujuckan mekanisme
prosedur yang tepat dan efektif, terutama
dalam penggunaan lahan, baik bagi
kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun
swasta.

Rencana tata ruang harus memberikan
peluang yang lebih luas bagi peran serta
masyarakat dan swasta dalam pembangunan.
Upaya-upaya untuk memasyarakatkan
pengertian penataan ruang bagi sduruh
pelaku pembangunan perlu ditingkatkan agar
tidek terjadi kesdahan interpretas atau ter-
dapat harapan-harapan yang kurang sesuai
terhadap kedalamen maupun is dari tigp-tigp
tingkatan penataan ruang.

Keberhasilan perencanaan,
pemanfaatan, dan pengenddian pemanfaatan
ruang tidek terlepas dari dukungan kelem-
bagaan dan personil yang mewadahinya.
Proses perencanaan dan pelaksanaan
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pembangunan yang pada saat ini masih terikat
oleh “ego sektor” perlu lebih dipadukan
sampai padatingkat operasiond di daerah
tingkat I1.

Sdain ha-hd tersebut di atas, untuk
menyelesaikan permasdahan penataan ruang,
mekanisme koordinad dan komunikas harus
dikembangkan terutama menuju kepada
adanya kesepakatan-kesepakatan mengenai
peraturan-peraturan yang mendukung
penataan ruang, misalnya peraturan mengenai
peran serta masyarakat dalam penataan ruang,
peraturan mengenal perpetaan daam penataan
ruang, peraturan mengenai pertanahan dan

sebagainya

Penataan Ruang untuk Pemerataan

Pembangunan bukan hanya harus
menghasilkan per tumbuhan, tetapi juga
pemerataan. Demikian pula tata ruang, bukan
hanya mengakomodasikan kegiatan ekonomi
yang akan menghasilkan pertumbuhan, tetapi
juga mengembangkan sstem adokas ruang
yang memberdayakan rakyet kecil.

Untuk itu, dan sebagai kesimpulan topik
bahasan ini, beberapa hd perlu digarisbawahi.

Pertama, perlunya pemahaman secara
penuh dan utuh tertang kebijaksanaan
desentralisas dan pelaksanaan otonomi di
deerah daam penataan ruang, serta
penerapannya secara arif, agar pemerintah,
swasta, dan masyarakat paham akan hak dan
tanggung jawabnya untuk meningkatkan
manfaat penataan ruang. Hal ini tentunya
memerlukan kesatuan gerak dan usdna seluruh
masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun
masyarakat pada umumya.

Kedua, diperlukan kerangka hukum
yang jelas, konggten, dan komprehensif.
Sistemn peraturan dan perundangan yang
mengatur pengelolaan pembangunan dan
penataan ruang di kawasan perdesaan dan
perkotaan perlu lebih terpadu dan trangper an,
sehingga memungkinkan seluruh masyarakat
termasuk duniausahaikut serta
mengembangkannya dalam pel aksanaan.

Ketiga, perlu mengantispas masa yang
akan datang, di mana pembangunan yang

berkuditas dapat mengatas masdah
keterbatasan sumber dam, modal, dan
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teknologi, sertamampu mengantar kan
Indonesia ke dalam pergaulan duniayang
maju. Penaaan ruang di bawah tanah,
angkasa, serta lautan juga mengharuskan
penyerasiannya dengan sistem yang
digunakan di duniainternasond.

Keempat, karena kota akan menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi utama, maka
penataan ruang kota perlu diarahkan kepada
pola pembangunan perkotaan yang
mempunyai kesesuaian tinggi dengan sistem
sosd budaya, Sstem sosd ekanomi, dan
sstem ekologis, sehingga mampu
meningkatkan marfaat nyata dan mengurangi
beban sosid bagi masyarakat banyak. Ciri
utama sistem seperti itu adalah keterpaduan
antarsektor dan lintas waktu, serta sistem
yang memelihara dirinya sendiri yang
menjamin kel angsungan pembangunan.

Kelima, sebagal pusat pelayanan, kota
harus mampu memberikan pelayanan
kebutuhan ruang bagi setigp golongan masya
rakat, baik yang berjalan kaki, yang naik
sepeda, yang naik mobil, yang berpenghasilan
rendah, yang berpenghasilan tinggi, yang
dewasa (pria dan wanita), maupun yang masih
anak-anak, sehingga manusia kota secara
bersama menjadi kregtif, produktif, dan seras
satu samalain. Pengembangan tatanila
nasiond untuk kota yang mgemuk amat
diperlukan untuk membentuk solidaritas
nasiond dalam memanfaatkan globalisas
tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Sdain
itu, sstem per kotaan harus terkait erat dengan
sistem perdesaan. Fungs kota dalam men+
dukung pembangunan desa har us dikem
bangkan secara nyata ddam berbagai aspek
seperti aspek ekonomi, sosia, budaya dan
ketahanan nasiond.

Keenam, penataan ruang harus
mengacu kepada pemberdayaan ekonomi
rakya dan kemitraan dalam pembangunan,
sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi
semua orang. Janganlah tata ruang itu menjadi
dat untuk memperbesar jurang kesenjangan
atau memindahkan kemiskinan dari satu
tempat ke tempat lain, melainkan justru untuk
membangun kesgjahteraan bagi semua, sesuai
dengan cita-cita keadilan sosa bangsa
Indonesia.

Dan akhirnya ketujuh, mddui penataan
ruang, kita menergokan pringp-prinsp yang

190



Pembangunan Untuk Rakyat
Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan

menjamin keberlanjutan dan kelestarian
lingkungan. Dengan perkataan lain,
pemanfaatan ruang yang berwawasan

lingkungan.
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